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SURAT EDARAN
Nomor:

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015
tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun
2015-2019, perlu menetapkan Rencana Strategis Badan Pengembangan Infrastruktur
Wilayah Tahun 2015-2019 dengan Surat Edaran Kepala Badan sebagai berikut:

a. UMUM

Yang dimaksud dengan Rencana Strategis Badan Pengembangan Infrastruktur
Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang selanjutnya
disebut Renstra Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah adalah dokumen
perencanaan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015
sampai dengan tahun 2019.

b. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Keuangan Negara

3.  Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN)

4.  Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

5.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan
Kawasan Perkotaan

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran
Masyarakat Dalam Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata
Ruang

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015 — 2019

Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 8)

Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor
16)

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2016

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 494/PRT/M/2005 tentang Kebijakan
Strategi Nasional Pengembangan Perkotaan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman
Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Dan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota, Beserta Rencana Rincinya

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2012 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 tahun 2014
tentang Penyusunan dan Penelahaan Rencana Strategis K/L 2015-2019



28.

29.

30.

31.

32.

33.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk
Penyusunan dan Penelahaan RKA-K/L

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
02/PRT/M/2015 tentang Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan
pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PUPR

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR 2015-2019
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat

c. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1.

Renstra Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat meliputi uraian tentang amanat undang-undang,
tugas, fungsi dan kewenangan, peran, kondisi dan tantangan, isu strategis, visi
dan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan dan target
capaian, yang dilengkapi dengan pendanaan, indikator output, dan outcome
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Renstra Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat merupakan acuan untuk menyusun Rencana Kerja
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang dijabarkan lebih lanjut oleh
setiap Pusat/Unit Eselon Il di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur
Wilayah dalam penyusunan program 5 (lima) tahun masing-masing Pusat/Unit
Eselon Il.

d. RUANG LINGKUP

1.

Program, kegiatan, dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra Badan
Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat harus sesuai rencana Tata Ruang Wilayah
kota/kabupaten/provinsi/nasional.

Perwujudan program, kegiatan, dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan di
dalam Renstra Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini akan dicapai melalui pembiayaan
yang bersumber dari sumber pendanaan APBN Badan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah ataupun sumber pendanaan lainnya bila dibutuhkan.



e. PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN

Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kepala Pusat Perencanaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala Pusat Pemograman dan
Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala
Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, dan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan
Perkotaan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renstra Badan
Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagai acuan untuk
menyusun Rencana Kerja Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang dijabarkan lebih
lanjut oleh setiap Pusat/Unit Eselon Il di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur
Wilayah dalam penyusunan program 5 (lima) tahun masing-masing Pusat/Unit Eselon II.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 September 2016

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Ir. Rido Matari Ichwan, MCP

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.




KATA PENGANTAR

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) tahun 2015-2019 yang memuat visi,
misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program
dan  kegiatan, kerangka  regulasi, kerangka
kelembagaan, serta kerangka pendanaan
pembangunan yang berdasarkan pada Peraturan
Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan
Renstra Kementerian dan Lembaga 2015-2019 telah
ditetapkan. Renstra Kementerian PUPR 2015-2019
menjabarkan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 yang didalamnya
juga memuat Agenda Nasional Presiden Republik Indonesia ke-7 dan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sesuai Undang-Undang No.
17 Tahun 2007. Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 menjadi acuan bagi seluruh Unit
Organisasi yang berada di bawah Kementerian PUPR dalam melaksanakan pembangunan

bidang PUPR serta menyusun Renstra Unit Kerja Eselon I.

Dinamika perubahan lingkungan strategis berkenaan dengan adanya perubahan susunan
Kementerian berdasarkan Peraturan Presiden No. 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas
dan Fungsi Kabinet Kerja, Peraturan Presiden No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden No. 15 tahun 2015 tentang Kementerian PUPR
yang mengamanatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang PUPR, serta adanya
penyesuaian struktur organisasi kementerian sebagai konsekuensi dari implementasi
ketentuan Peraturan Presiden No. 135 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara yang menjadi titik tolak penyusunan arah kebijakan dan strategi bidang
PUPR tahun 2010-2014. Hal ini juga menjadi titik tolak penyusunan arah kebijakan dan
strategi tahun 2015-2019 Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dalam
menterpadukan infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah antar sektor,
antar daerah, dan antar pemerintahan. Renstra BPIW harus menjadi acuan seluruh unit kerja

di lingkungan BPIW dalam menyusun dokumen perencanaan, pemrograman dan

vi




penganggaran, serta evaluasi (RENJA-KL, RKA-KL, dan LAKIP) masing-masing unit kerja

secara berjenjang mulai dari Unit Kerja Eselon Il sampai dengan Unit Kerja terkecil.

Akhirnya, atas izin Allah SWT dan segala upaya dari seluruh jajaran BPIW, diharapkan upaya
pencapaian target dapat menyukseskan Renstra Kementerian PUPR dalam mendukung
program Pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, membuka peluang Kerja,
meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, dan juga berkontribusi positif terhadap upaya
pelestarian lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri,

dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Jakarta, 28 September 2016

KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
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BAB |

PENDAHULUAN

Kondisi Umum Pembangunan Infrastruktur bidang PUPR

Pembangunan Infrastruktur memiliki kontribusi yang besar dalam mewujudkan pemenuhan
hak dasar rakyat. Infrastruktur berperan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daya
saing global. Pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat
(PUPR) memegang peranan penting dalam pengembangan wilayah karena tulang punggung
suatu wilayah adalah infrastruktur PUPR.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR diharapkan sebagai pembangunan yang
berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan selalu memperhatikan daya dukung agar hasil
pembangunan dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan diwariskan pada generasi
mendatang. Pembangunan berkelanjutan menjadi dasar kerangka ~memadukan
pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah.

Kementerian PUPR mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 121/P tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019
serta Peraturan Presiden Nomor 165 tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet
Kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor
15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mempunyai tugas
dan fungsi penting dalam memadukan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan
pengembangan wilayah antarsektor, antardaerah, dan antarpemerintahan.

Pembangunan infrastruktur bidang PUPR perlu diarahkan untuk mendukung pencapaian
pertumbuhan ekonomi wilayah dan bersinergi dengan kelestarian lingkungan. Pembangunan
infrastruktur merupakan pemicu terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru. Kota-kota atau
pusat permukiman baru dapat menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi wilayah dan
mengurangi disparitas antarwilayah. Selain itu, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk
mengurangi laju urbanisasi, meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan
masyarakat, serta menjaga stabilitas dan kesatuan nasional.
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Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur bidang PUPR perlu berlandaskan pada
pendekatan pengembangan wilayah secara terpadu oleh seluruh sektor. Titik tolak
keterpaduan tersebut adalah rencana yang sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah dengan melibatkan badan usaha dan masyarakat masyarakat. Rencana sinergis
tersebut diharapkan juga mengacu kepada aktivitas ekonomi, sosial, keberlanjutan
lingkungan hidup, potensi wilayah dan kearifan lokal, serta rencana tata ruang wilayah, atau
dengan kata lain pembangunan wilayah.

Kondisi Pengembangan Wilayah

1.2.1. Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan
bidang PUPR dengan Pengembangan Wilayah

Pada periode-periode Renstra Kementerian PU sebelumnya, keterpaduan perencanaan,
pemrograman, dan penganggaran pembangunan infrastruktur bidang PUPR diarahkan untuk
mencapai target-target pembangunan. Perencanaan, pemrograman, dan penganggaran
pembangunan bidang PUPR masih berorientasi sektoral. Meskipun telah dilakukan
keterpaduan sektor-sektor di bawah Kementerian PUPR maupun di luar Kementerian PUPR,
perencanaan belum terpadu terhadap pengembangan wilayah. Parameter penyaringan
program masih didasarkan pada kriteria kesiapan pembangunan masing-masing sektor.
Selain itu, penganggarannya pun masih dengan kriteria sektor.

Perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pembangunan belum spesifik kepada
keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah
antarsektor, antardaerah, dan antarpemerintahan. Konsekuensinya, capaian secara spesifik
belum dapat disajikan. Kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur PUPR sebelumnya
masih belum terpadu dengan pengembangan wilayah yang memperhatikan rencana tata
ruang.

1.2.2. Keterpaduan Pelaksanaan Pembangunan bidang PUPR dengan Pengembangan
Wilayah

Penyelenggaraan infrastruktur PUPR masih menghadapi kendala dalam mewujudkan
pencapaian target-target nasional. Pengentasan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan
ekonomi terhambat akibat dikotomi dan kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI)
dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Salah satu penyebabnya adalah intervensi pemerintah
dalam pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi lebih besar di KBI (Jawa,
Sumatera, dan Bali) dibandingkan KTI. Akibatnya, disparitas pembangunan infrastruktur
sangat besar. Kontribusi KBI terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) nasional lebih besar
daripada KTI yang kaya sumber daya alam, laut, dan mineral. Selain itu, penyelengaraan



pembangunan infrastruktur PUPR juga menghadapi beberapa tantangan terutama dalam
menyeimbangkan pertumbuhan dan pembangunan.

Pengukuran kinerja keterpaduan Infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah
pada perwakilan kawasan dari 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) telah mulai
dilakukan untuk menentukan dasar pengukuran kinerja berkala setiap tahun. Dalam
pengukuran tersebut, beberapa kendala ditemui dan akan terus diperbaiki. Hasil pengukuran
menunjukkan bahwa keterpaduan infrastruktur baik di dalam kawasan, antarkawasan,
maupun antarWPS masih relatif rendah. Sebagai contoh, hasil pengukuran pengendali banijir
di Ambon, dibangun drainase dengan kapasitas debit yang tidak memadai. Saat bangunan
air dibuka atau air melimpas, air tidak tertampung sehingga terjadi banjir. Di pulau Bintan telah
dibangun sarana dan prasarana air baku yang berkapasitas 110 m?®/detik, tetapi baru
dimanfaatkan 10 m®/detik.

Potensi dan Permasalahan

Pengembangan wilayah merupakan strategi memanfaatkan serta mengombinasikan faktor
internal dan eksternal. Faktor internal berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, dan
sumber daya teknologi. Sementara, faktor eksternal dapat berupa peluang dan ancaman yang
muncul seiring dengan interaksinya dengan wilayah lain. Konsep pengembangan wilayah
dapat memberikan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Pengembangan wilayah memberikan kemudahan prasarana dan pelayanan logistik serta
menciptakan pusat-pusat produksi. Dalam konteks jangka panjang, pengembangan wilayah
dapat mendorong pemanfaatan potensi sumber daya alam dan potensi pengembangan lokal.
Lebih lanjut, pengembangan wilayah mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
sosial, termasuk pengentasan kemiskinan, serta upaya mengatasi kendala pembangunan di
daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.

Potensi dan keunggulan kawasan dapat memberikan nilai tambah dan kapasitas produksi
unggulan di kawasan. Pemberdayaan masyarakat, yang berpotensi mendorong akselerasi
investasi industri melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan kawasan
penyangga, dapat lebih memperoleh dukungan. Selama ini, masyarakat petani, nelayan,
peternak, pengrajin kesulitan memasarkan produknya. Kuantitas produk mereka pun relatif
rendah.

Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang mengemuka pada konsep
pengembangan wilayah,di antaranya yaitu:

1) kebijakan, peraturan, standard, dan manual dalam perencanaan, pemrograman, dan
penganggaran pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan
wilayah masih belum terpadu dan sinergis dengan mempertimbangkan aktivitas ekonomi,
sosial, dan keberlanjutan lingkungan serta kearifan lokal sebagai keunggulan kompetitif;



2) kepadatan penduduk di Pulau Jawa-Bali merupakan yang tertinggi dengan kepadatan
rata-rata diatas 500 jiwa/km?;

3) secara spasial, wilayah dengan proporsi penduduk miskin yang tinggi terdapat di wilayah
Papua dan Nusa Tenggara (lebih dari 30%), sementara terendah di Kalimantan (kurang
dari 10%);

4) distribusi ekonomi wilayah Jawa dan Bali mendominasi hingga mencapi 58,8% terhadap
nasional, Sumatera 23%, dan Kalimantan 9,3% sisanya kurang dari 10%;

5) keterpaduan antarprogram/antarsektor yang berbeda sumber pendanaan masih belum
optimal,

6) minimnya akses serta anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk
pembangunan pada kawasan yang baru bertumbuh terutama pada kawasan
perbatasan/terpencil/tertinggal;

7) belum efektifnya pemanfaatan Rencana Tata Ruang sebagai basis pembangunan
wilayah;

8) belum ada penetapan kawasan yang akan dikembangkan dan dukungan fungsi yang
dibutuhkan dikaitkan dengan daya dukung, daya tampung, dan lingkungan fisik
pendukung fungsi;

9) belum terbangunnya sistem pendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi kawasan baik
industri maupun perdagangan yang berbasis potensi sumber daya kawasan serta
pemberdayaan masyarakat;

10) belum terpadunya pengelolaan dan pembangunan kawasan baik dalam perencanaan,
pemrograman, penganggaran, maupun pelaksanaan pembangunan;

11) kurangnya dukungan lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pemerintahan terkait
kompleksitas kawasan dari berbagai dimensi baik sosial, budaya, ekonomi, pertahanan,
dan keamanan; dan

12) kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan yang tinggi dengan indikasi
hampir seluruh fasilitas terakumulasi di kawasan perkotaan, sehingga cenderung
menimbulkan arus urbanisasi.

Dasar Hukum

Beberapa peraturan perundangan terkait melandasi arahan pengembangan wilayah di
Indonesia, di antaranya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Keuangan Negara

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN)

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan
Perkotaan

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran
Masyarakat Dalam Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata
Ruang

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2015

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015 — 2019

Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 8)

Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 16)
Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2016

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman
Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi daan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota, Beserta Rencana Rincinya

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2012 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 tahun 2014 tentang
Penyusunan dan Penelahaan Rencana Strategis K/L 2015-2019

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Review atas Laporan Kinerja

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan
dan Penelahaan RKA-K/L



29.

30.

31.

32.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2015
tentang Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan pada
Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PUPR

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015
tentang Penggunaan Sumber Daya Air

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015
tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR 2015-2019

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat



BAB Il

TUJUAN, SASARAN
STRATEGIS, DAN SASARAN
PROGRAM

Visi Kementerian PUPR untuk mewujudkan visi pembangunan nasional tahun 2015-2019
sebagaimana yang dimuat dalam Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 yaitu:

“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal
dalam Mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong-Royong”

Untuk mewujudkan visi Kementerian PUPR tahun 2015-2019, BPIW menjabarkan tujuan
disesuaikan dengan peran, tugas, dan fungsi BPIW. Tujuan BPIW disusun untuk mendukung
upaya pencapaian target keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan
pengembangan wilayah. Tujuan tersebut juga mempertimbangkan pencapaian pembangunan
terkait bidang pengembangan infrastruktur wilayah periode tahun 2010-2014, potensi dan
permasalahan, serta tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun ke depan.

Sesuai mandat yang diemban Kementerian PUPR di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165
Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap ketiga,
serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis, tujuan BPIW dijabarkan sebagai
berikut:

1. Memadukan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur bidang PUPR
dengan pengembangan wilayah antarsektor, antardaerah, dan antarpemerintahan;

2. Memadukan pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan
pengembangan wilayah antarsektor, antardaerah, dan antarpemerintahan; dan

3. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi keterpaduan pembangunan
infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah yang meliputi sumber daya
manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan
pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan
umum dan perumahan rakyat yang efektif, efiesien, transparan, dan akuntabel serta




peraturan perundangan yang mendukung penyelenggaraan pembangunan infrastruktur
wilayah.

Sasaran Strategis dan Sasaran Program

Tujuan BPIW dapat ditinjau dari sudut pandang pihak yang dilayani (customers). Kondisi akhir
yang diharapkan pada level pihak yang dilayani adalah meningkatnya keterpaduan
pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk keseimbangan pembangunan antardaerah,
antarsektor, dan antartingkat pemerintahan.

Sasaran strategis adalah kondisi yang hendak dicapai BPIW sebagai penjabaran tujuan.
Sasaran strategis mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil program yang
dilaksanakan melalui lima kegiatan. Sasaran-sasaran strategis tersebut digambarkan dalam
sebuah peta strategi sebagai petunjuk jalan untuk mencapai tujuan BPIW. Peta strategi BPIW
dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Harapan Stakeholders dan customer yang harus dipenuhi

S$S1. Meningkatnya keterpaduan
pembangunan infrastruktur PUPR
antardaerah, antar sektor dan antar
tingkat pemerintahan

8SC.1.
dan penganggaran infrastruktur PUPR dengan pengembangan S$SC.2. Meningkatnya keterpaduan lnfrastruklur PUPR
Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun dengan gis baik di
perdesaan perkotaan, kluster industri maupun perdesaan

Customers/ Stakeholders

Harapan stakeholders dan customers dapat dipenuhi melalui internal proses :

KETERPADUAN PERENCANAAN , PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEMROGRAMAN DAN PENGANGGARAN

SIP. Meninak P d SIP.6 . Meningkatnya
SIP.3.. Meningkatnya keterpaduan -4 . Meningkatnya keterpaduan pengendalian dan pengawasan
I:rgncl;ls:;r:‘gll:‘f;::g:r:i:::sfg’;ﬁ;" ::"ltl:alalfiau pembangunan infrastruktur PUPR infrastruktur PUPR dengan pelaksanaan keterpaduan
pden an pengembangan Kawasayn S%ratep is dengan pengembangan Kawasan pengembangan Kawasan Strategis infrastruktur PUPR antarsektor,
gan peng g g Strategis non perkotaan perkotaan antardaerah, antarapemerintaha

baik di perkotaan, kluster industri maupun
perdesaan

Internal Process

SIP.5 . Meningkatnya s('imulan

PUPR dengan pengembangan Kawasan
Strategis perkotaan dan kawasan
strategis non perkotaan

Untuk melaksanakan internal proses diperlukan :

Learning & Growth

SLG.3. Meningkatnya pengelolaAn regulasi keterpaduan

SLG1. Meningkatnya SDM SLG.2. Meningkatnya budaya BPIW embangunan infrastruktur PUPR antarsektor, antardaerah dan
BPIW yang kompeten dan yang Berkinerja Tinggi dan gntarpen%er' han, sarana serta Teknologi informasi
berkepribadian Berintegritas pgndukung -

Gambar 2.1 Peta Strategi BPIW

Agar kebutuhan pihak yang dilayani dapat terpenuhi, diperlukan upaya-upaya dalam proses
internal (internal process) yang harus dilakukan dengan baik untuk mencapai sasaran
strategis, yaitu:



Meningkatnya ketersediaan dan kualitas perencanaan infrastruktur PUPR yang terpadu
dengan pengembangan kawasan strategis baik di perkotaan, klaster industri, maupun
perdesaan;

Meningkatnya sinkronisasi pemrograman dan penganggaran infrastruktur PUPR yang
terpadu dengan pengembangan kawasan strategis baik di perkotaan, klaster industri,
maupun perdesaan;

Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR dengan pengembangan
kawasan strategis perdesaan;

Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan strategis
perkotaan;

Meningkatnya stimulan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR dengan
pengembangan kawasan strategis perkotaan dan kawasan strategis perdesaan;

Meningkatnya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan keterpaduan infrastruktur
PUPR antarsektor, antardaerah, dan antarpemerintahan; dan

Meningkatnya kualitas evaluasi, hadiah dan hukuman terkait keterpaduan infrastruktur
PUPR antarsektor, antardaerah, dan antarpemerintahan.

Untuk menjamin terlaksananya proses internal yang efektif dan efisien, diperlukan upaya-
upaya pengelolaan sumber daya organisasi melalui proses pembelajaran dan pertumbuhan
dengan sasaran strategis sebagai berikut:

1.
2.

Meningkatnya SDM (sumber daya manusia) BPIW yang kompeten dan berkepribadian;

Meningkatnya budaya organisasi BPIW yang berkinerja tinggi, berintegritas, efektif,
efiesien, transparan, dan akuntabel; dan

Meningkatnya pengelolaan regulasi keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR
antarsektor, antardaerah, dan antarpemerintahan, sarana prasarana serta teknologi
informasi pendukung.

Selanjutnya keterkaitan antara tujuan dan sasaran-sasaran strategis BPIW diuraikan sebagai
berikut:

1.

Tujuan 1: Memadukan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur
bidang PUPR dengan pengembangan wilayah antarsektor, antardaerah,
dan antarpemerintahan. Tujuan 1 ini akan dicapai melalui sasaran
strategis proses internal:

a. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas perencanaan infrastruktur
PUPR yang terpadu dengan pengembangan kawasan strategis baik di
perkotaan, klaster industri, maupun perdesaan;



2. Tujuan 2:

3. Tujuan 3:

b. Meningkatnya sinkronisasi pemrograman dan penganggaran
infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan kawasan
strategis baik di perkotaan, klaster industri, maupun perdesaan

Memadukan pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR
dengan pengembangan wilayah antarsektor, antardaerah, dan
antarpemerintahan. Tujuan 2 ini akan dicapai melalui sasaran strategis
proses internal:

a. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR dengan
pengembangan kawasan strategis perdesaan;

b. Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan
kawasan strategis perkotaan;

c. Meningkatnya stimulan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR
dengan pengembangan kawasan strategis perkotaan dan kawasan
strategis perdesaan;

d. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan
keterpaduan infrastruktur PUPR antarsektor, antardaerah, dan
antarpemerintahan; dan

e. Meningkatnya kualitas evaluasi serta hadiah dan hukuman terkait
keterpaduan infrastruktur PUPR antarsektor, antardaerah, dan
antarpemerintahan.

Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi keterpaduan
pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah
yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan,
kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung
penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan
rakyat yang efektif, efiesien, transparan, dan akuntabel. Tujuan 3 ini akan
dicapai melalui sasaran strategis pembelajaran dan pertumbuhan yaitu:

1) Meningkatnya SDM BPIW yang kompeten dan berkepribadian;

2) Meningkatnya budaya organisasi BPIW yang berkinerja tinggi,
berintegritas, efektif, efiesien, transparan, dan akuntabel; dan

3) Meningkatnya pengelolaan regulasi keterpaduan pembangunan
infrastruktur PUPR antarsektor, antardaerah, dan antarpemerintahan,
sarana prasarana serta teknologi informasi pendukung.

10



BAB Il
ARAH KEBIJAKAN DAN

STRATEGI, KERANGKA
REGULASI, DAN KERANGKA

KELEMBAGAAN

Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Nasional

Arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan untuk mempercepat
pemerataan pembangunan antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan arah pengembangan
wilayah yang dapat mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI
dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera. KTI
meliputi Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua.

Arah kebijakan tersebut meliputi beberapa aspek, yaitu;

1.

3.

4.

Arah kebijakan pengembangan kawasan strategis. Arah kebijakannya adalah percepatan
pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, terutama di luar Jawa
(Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua).

Arah kebijakan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan. Arah kebijakannya
adalah pengembangan kawasan perkotaan difokuskan untuk membangun kota
berkelanjutan dan berdaya saing menuju masyarakat kota yang sejahtera. Sedangkan
arah kebijakan pengembangan perdesaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui
pemenuhan kebutuhan dasar serta pembangunan sarana dan prasarana desa.

Arah kebijakan peningkatan keterkaitan perkotaan dan perdesaan. Arah kebijakannya
adalah peningkatan keterkaitan desa-kota yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan
antara perkotaan dan perdesaan dengan menghubungkan keterkaitan fungsional antara
pasar dan kawasan produksi.

Arah kebijakan pengembangan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan. Arah
kebiajkannya adalah untuk pengembangan daerah tertinggal difokuskan pada upaya
pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik, serta
pengembangan perekonomian masyarakat.
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5. Arah kebijakan penanggulangan bencana. Arah kebijakannya adalah mengurangi risiko
bencana dan meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana.

6. Arah kebijakan pengembangan tata ruang wilayah nasional. Arah kebijakannya adalah
pengembangan struktur tata ruang dan pengembangan pola ruang.

7. Arah kebijakan dan strategi tata kelola pemerintahan dan otonomi daerah. Arah
kebijakannya adalah peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah;
peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah; peningkatan kapasitas keuangan
daerah; dan pelaksanaan otonomi khusus/daerah istimewa.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Keterpaduan Pembangunan Bidang PUPR
Dengan Pengembangan Wilayah

3.2.1 Arah kebijakan pengembangan wilayah

Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 telah menetapkan arah kebijakan pembangunna
infrastruktur PUPR dan pengembangan wilayah. Pembangunan infrastruktur tidak hanya
dititikberatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah. Kelestarian lingkungan perlu
diperhatikan dengan memperhatikan daya dukung suatu wilayah yang ingin dikembangkan.
Hal ini mengingat pembangunan infrastruktur merupakan pemicu terciptanya pusat-pusat
pertumbuhan baru. Lahirnya kota-kota baru dapat menjadi penyeimbang pertumbuhan
ekonomi wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. llustrasi kesenjangan
pertumbuhan ekonomi antar pulau di Indonesia ditampilkan pada Gambar 3.1.

Legenda EXSISTING TARGET
Dohcta Provns 1. SUMATERA 23.80% 24.6%
L Pelatuhan Lt Keterangan: [ Pertumbuhan Ekonomi 2. JAWA- BALI 58.00% 55.1%
4+ Bandaa
3 KALIMANTAN 8.70% 9.6%
S v pareng 4.SULAWES! 480% 52%
— menterpadukan pembangunan melalul N\ &
DR pendekatan wilayah guna mengurangi secara 5. NUSA TENGGARA 127T% 1,31%
IR = m"“"mmm.'ml ong 6. MALUKY 0,28% 0,31%
7. PAPUA 1.90% 2.6%

Sumber : RPJUN 20152019

Gambar 3. 1 Sebaran Pertumbuhan Ekonomi Pada Pulau-Pulau/Kepulauan
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Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung pengurangan disparitas
antarwilayah (perkotaan, pedesaan, dan perbatasan). Selain itu, pembangunan infrastruktur
juga diarahkan untuk mengurangi urbanisasi dan perkembangan permukiman di perkotaan
yang tidak terkontrol (urban sprawl), peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar, serta
peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur mampu menjaga
stabilitas dan kesatuan nasional.

Pembangunan infrastruktur perlu dilandaskan pada pendekatan pengembangan wilayah
secara terpadu oleh seluruh sektor. Titik tolak pendekatan tersebut adalah rencana yang
sinergi dan mengacu kepada aktivitas ekonomi, sosial, keberlanjutan lingkungan hidup,
potensi wilayah dan kearifan lokal, serta rencana tata ruang wilayah. Pembangunan wilayah
perlu didukung oleh kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta melibatkan
swasta dan masyarakat.

Dalam konteks pengembangan wilayah, untuk memudahkan pengelolaan di wilayah
Indonesia yang sangat luas, pengembangan wilayah dibagi menurut wilayah
pulau/kepulauan. Setiap pulau/kepulauan memiliki potensi tersendiri. Potensi atau tema
pengembangan wilayah per pulau/kepulauan tersebut yaitu sebagai berikut:

1) Pulau Sumatera. Tema besar pengembangan wilayah Pulau Sumatera adalah: pintu
gerbang perdagangan internasional; industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet,
timah, bauksit, dan kaolin; lumbung energi nasional, termasuk pengembangan energi
terbarukan biomassa; hilirisasi komoditas batu bara; dan percepatan pembangunan
ekonomi berbasis maritim (kelautan).

2) Pulau Jawa. Tema besar pengembangan wilayah Pulau Jawa adalah: sebagai lumbung
pangan nasional; sebagai salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia; sebagai
pendorong sektor industri dan jasa nasional; dan percepatan pembangunan ekonomi
berbasis maritim (kelautan).

3) Pulau Papua. Tema besar pada wilayah Pulau Papua adalah: percepatan pengembangan
industri komoditas lokal perkebunan, peternakan, kehutanan; percepatan pengembangan
ekonomi kemaritiman; percepatan pengembangan hilirisasi industri pertambangan, migas
dan tembaga; penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan masyarakat;
percepatan pengembangan pariwisata budaya dan alam; peningkatan kawasan
konservasi dan daya dukung lingkungan; dan pengembangan kawasan ekonomi inklusif
dan berkelanjutan berbasis wilayah kampung masyarakat adat.

4) Pulau Kalimantan. Tema besar pada pengembangan wilayah Pulau Kalimantan adalah:
mempertahankan fungsi kalimantan sebagai paru-paru dunia; salah satu lumbung pangan
nasional; pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, dan karet; dan
lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, bauksit,
bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon, dan pasir kuarsa.

5) Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Tema Besar pada pengembangan wilayah Pulau Bali
adalah: sebagai lumbung pangan nasional; sebagai salah satu pintu gerbang destinasi
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wisata terbaik dunia; sebagai pendorong sektor industri dan jasa nasional; dan percepatan
pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan). sedangkan tema besar pada
pengembangan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara adalah: pintu gerbang pariwisata
ekologis; pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut; pengembangan
industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung; dan pengembangan industri
mangan, dan tembaga.

6) Kepulauan Maluku. Tema besar pada pengembangan wilayah Kepulauan Maluku
adalah: produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional; pengembangan industri
berbasis komoditas perikanan; pengembangan industri pengolahan berbasis nikel, dan
tembaga; dan pariwisata bahari.

7) Pulau Sulawesi. Tema besar pada pengembangan wilayah Pulau Sulawesi adalah:
pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel, bijih besi, dan gas bumi; pintu
gerbang perdagangan internasional dan kawasan timur; lumbung pangan nasional
dengan pengembangan industri kakao, padi, dan jagung; pengembangan industri
berbasis logistik; dan percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan)
melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis Kementerian PUPR, dilakukan
perencanaan, pemrograman, dan pembangunan infrastruktur PUPR melalui pendekatan
pembangunan wilayah yang dituangkan dalam 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).
Pengembangan berbasis WPS merupakan suatu pendekatan pembangunan yang
memadukan antara pengembangan wilayah dengan “market driven”, yang
mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mendukung
penyelenggaraan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Gambar 3.2 menampilkan
Esensi WPS yang memiliki kawasan industri dan perkotaan.

Pengembangan WPS memiliki beberapa asas. Asas pertama yaitu efisiensi yang berbasis
daya dukung, daya tampung, dan fungsi lingkungan fisik terbangun pada wilayah yang
dikembangkan. Asas selanjutnya adalah manfaat dalam skala ekonomi serta sinergitas dalam
menyediakan infrastruktur transportasi. Pengembangan WPS diharapkan mampu
meningkatkan konektivitas dalam lingkup nasional maupun internasional, mengurangi
kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan energi terbarukan untuk tenaga listrik,
pemenuhan kebutuhan layanan dasar permukiman yang layak bagi masyarakat, mewujudkan
kota tanpa permukiman kumuh serta meningkatan keandalan dan keberlanjutan layanan
sumber daya air baik untuk pemenuhan air minum, sanitasi, dan irigasi guna menunjang
ketahanan air dan pangan. Pengembangan WPS diharapkan juga mempertimbangkan
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) pada setiap WPS.
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Gambar 3. 2 Esensi Wilayah Pengembangan Strategis

Esensi pengembangan WPS yaitu pembangunan infrastruktur wilayah setiap WPS diarahkan
untuk mempercepat pembangunan fisik di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan
sesuai dengan klasternya. Wilayah yang diutamakan adalah WPS di luar Jawa (Sumatera,
Kalimantan, Sulawesi, dan Papua). Cara yang dapat dilaksanakan untuk mempercepat
pembangunan tersebut yakni memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan
keunggulan daerah, serta meningkatkan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur dalam
kawasan, antarkawasan, maupun antarWPS.

Pendekatan ini merupakan integrasi dari pendekatan sektoral, regional, dan makro ekonomi.
Setiap WPS akan dikembangkan dengan mempertimbangkan potensi dan keunggulannya
melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, industri manufaktur, industri pangan,
industri maritim, dan atau pariwisata antara lain dengan:

1. Pemenuhan pelayanan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat serta mendukung kawasan
perbatasan, pulau-pulau terluar, daerah tertinggal, dan daerah-daerah yang kapasitas
pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik terkait
infrastruktur PUPR,;

2. Mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi termasuk ekonomi
maritim dan peningkatan pemanfaatan potensi ekonomi dan sumber daya sebagai
penggerak utama pertumbuhan dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan
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ekonomi di masing-masing pulau dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah
melalui:

a. Pengembangan sentra ekonomi, pembangunan kawasan metropolitan baru di luar
Pulau Jawa dan Bali sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang diarahkan menjadi
pusat investasi dan penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya guna
mempercepat pemerataan pembangunan di luar Jawa;

b. Pengembangan kemaritiman/kelautan dengan memanfaatkan sumber daya kelautan
dan jasa maritim, yaitu peningkatan produksi perikanan, pengembangan energi dan
mineral kelautan, pengembangan kawasan wisata bahari, industri maritime, dan
perkapalan;

c. Pengembangan kota otonom di luar Pulau Jawa dan Bali khususnya di KTI sebagai
pengendali arus urbanisasi ke Pulau Jawa yang diarahkan sebagai pusat
pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya serta menjadi percontohan perwujudan
kota berkelanjutan;

d. Pembangunan kota baru publik yang mandiri dan terpadu di sekitar kota atau kawasan
perkotaan metropolitan di luar Pulau Jawa dan Bali yang diperuntukkan bagi
masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah serta diarahkan sebagai pengendali
urbanisasi di kota atau kawasan perkotaan metropolitan di luar Pulau Jawa-Bali.

e. Peningkatkan keterkaitan pembangunan kota-desa, dengan memperkuat pusat-pusat
pertumbuhan perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan
Wilayah (PKW).

3. Mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan fokus pada
PKSN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan (dengan membangun
kota lintas batas yang diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup
signifikan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman);
serta membangun kawasan perkotaan dan perdesaan dengan mempertimbangkan
RTRW melalui pengembangan untuk pengentasan daerah tertinggal.

4. Meningkatkan peran dan fungsi sekaligus perbaikan manajemen pembangunan,
pemberian bimbingan teknis dan penerapan standard pelayanan minimal (SPM) di 35
WPS untuk diarahkan sebagai pusat kegiatan berskala global guna meningkatkan daya
saing dan kontribusi ekonomi.

5. Penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana dengan meningkatkan
kapasitas pengendali daya rusak air serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam
rangka mengurangi indeks risiko bencana pada wilayah yang memiliki indeks risiko
bencana tinggi untuk mengurangi kerugian ekonomi akibat kejadian bencana di masa
mendatang.

Selanjutnya pembangunan infrastruktur PUPR pada setiap WPS akan dipadukan dengan
sasaran pokok dan program nasional sebagai berikut:
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Pertama, dengan pengembangan 10 (sepuluh) Kawasan Srategis Pariwisata Nasional
(KSPN) Prioritas di antaranya di Pulau Sumatera (Danau Toba dan Tanjung Kelayang); Pulau
Jawa (Kepulauan Seribu, Tanjung Lesung, Borobudur, dan Bromo-Tengger-Semeru);
Kepulauan Nusa Tenggara (Mandalika dan Labuan Bajo); Pulau Sulawesi (Wakatobi); dan
Kepulauan Maluku (Morotai).

Kedua, dipadukan dengan program pengembangan Kawasan Industri Prioritas (KIP), di
antaranya di Pulau Sumatera (Kuala Tanjung, Sei Mangkei, dan Tanggamus); Pulau Jawa
(Sayung, Kendal, dan JIIPE); Kalimantan (Ketapang, Landak, Batulicin, dan Jorong); Pulau
Sulawesi (Palu, Morowali, Bantaeng, Bitung, dan Konawe); Kepulauan Maluku (Halmahera
Timur); dan Pulau Papua (Teluk Bintuni).

Ketiga, dipadukan dengan program pengembangan perkotaan Pusat Kegiatan Nasional
(PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di
Pulau Sumatera, Pulau Jawa-Bali, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan, Kepulauan
Maluku, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua.

Keempat, dipadukan dengan program pengembangan Tol Laut (pelabuhan hub dan
pelabuhan feeder) yang di antaranya di Pulau Sumatera (Malahayati, Belawan, Kuala
Tanjung, Teluk Bayur, Panjang, Batu Ampar, Jambi: Talang Duku, dan Palembang: Boom
Bar); Pulau Jawa (Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Tanjung Emas); Pulau Kalimantan
(Sampit, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Kariangau, dan Pontianak); Pulau Bali dan
Nusa Tenggara (Kupang); Pulau Sulawesi (Makassar, Pantoloan, Kendari, dan Bitung);
Kepulauan Maluku (Ternate: A. Yani dan Ambon); dan Pulau Papua (Sorong dan Jayapura).
Jalur rencana pelabuhan hub dan feeder ditampilkan pada Gambar 3.4.

Kelima, dipadukan dengan program-program lain yang membutuhkan infrastruktur bidang
PUPR.

Di dalam WPS, dibutuhkan Keterpaduan perencanaan dan kesinkronan program (fungsi,
lokasi, waktu, besaran, dan dana) antara infrastruktur dengan pengembangan berbagai
kawasan strategis baik perkotaan, industri, maritim/pelabuhan, pariwisata, dan hinterland
perdesaan. Hal ini dimaksudkan agar wilayah tersebut dapat berkembang menjadi wilayah
yang kawasan pertumbuhannya saling terhubungkan, sebagai strategi untuk
meningkatkan/menciptakan spesialisasi, komplementaritas (saling isi), sinergi dan skala
ekonomi wilayah, serta membentuk kawasan perkotaan polisentris sebagai aglomerasi antar
kawasan pertumbuhan/kota yang bertetangga dengan hinterland pedesaannya. Dengan
demikian, wilayah-wilayah yang memiliki daya saing tinggi dapat disiapkan untuk
meningkatkan daya saing Indonesia secara global.
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Gambar 3.3 Jalur Rencana Pelabuhan Hub dan Pelabuhan Feeder

llustrasi arah WPS seluruh pulau ditampilkan pada Gambar 3.4. Setiap wilayah
pulau/kepulauan tersebut dipilah ke dalam 35 WPS yang dikelompokkan ke dalam 4
kelompok, yaitu: Kelompok WPS pusat pertumbuhan terpadu; kelompok WPS pusat
pertumbuhan sedang berkembang; dan kelompok WPS pertumbuhan baru. Ke-35 WPS
tersebar di seluruh pulau dan kepulauan yaitu: Pulau Sumatera (6 WPS), Pulau Sulawesi (5
WPS), Pulau Kalimantan (4 WPS), Kepulauan Maluku (2 WPS), Pulau Bali-Nusa Tenggara (5
WPS), Pulau Papua (4 WPS), Pulau Jawa (8 WPS), dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (1 WPS).

Dalam hal pengembangan WPS, kawasan perkotaan diharapkan menjadi salah satu pusat
pertumbuhan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah. Renstra Kementerian
PUPR 2015-2019 telah menetapkan arah kebijakan pengembangan kawasan perkotaan yaitu
membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing menuju masyarakat kota yang sejahtera
berdasarkan karakter fisik, potensi ekonomi, dan budaya lokal. Pengembangan kawasan
perkotaan diharapkan berperan dalam mengelola urbanisasi dengan baik, mengatasi
penjalaran permukiman yang tidak teratur, serta menyediakan infrastruktur dasar yang layak
untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan kawasan
perkotaan dilaksanakan dengan menterpadukan perencanaan dan pemrograman
infrastruktur PUPR di kawasan perkotaan dengan pengembangan wilayah antarsektor,
antardaerah, dan antartingkat pemerintahan.

Pengukuran aspek-aspek yang terkait pengembangan WPS diperlukan untuk mengukur
keberhasilan WPS. Aspek-aspek tersebut meliputi pengurangan gap pertumbuhan antara
kawasan yang sudah berkembang dengan yang belum berkembang, tingkat keterpaduan
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perencanaan dan pemrograman dengan pelaksanaan (deviasi), tingkat sinkronisasi program
(waktu, fungsi, lokasi, dan besaran), disparitas kebutuhan dengan pemrograman, serta tingkat
pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah. Informasi arah pembangunan WPS
seluruh pulau sebagaimana pada peta WPS diuraikan pada Lampiran 1.
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Gambar 3. 4 Wilayah Pengembangan Strategis

3.2.2 Strategi

Pengembangan wilayah pada tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengurangi kesenjangan
pembangunan wilayah antara KBl dan KTI. Cara-cara yang dapat dilakukan untuk
mengurangi kesenjangan tersebut yaitu percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah
dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis sumber daya
alam yang tersedia, sumber daya manusia berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta
meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi secara terus menerus. Untuk mendorong
pengembangan wilayah tersebut perlu adanya keterpaduan pembangunan baik antarsektor,
antarwilayah, antarkawasan, maupun antarpemerintahan. Keterpaduan pembangunan
infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah meliputi perencanaan,
pemrograman, dan pelaksanaan pembangunan akan diwujudkan melalui strategi sebagai
berikut:

1. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang PUPR antardaerah,
antarsektor, dan antartingkat pemerintahan, dengan sasaran program sebagai berikut:

1) Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR
dengan pengembangan kawasan strategis baik di perkotaan, klaster industri,
maupun perdesaan, yang akan dicapai melalui:
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C.

Perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, meliputi:

a) Penyusunan kebijakan teknis keterpaduan perencanaan dan pemrograman
pembangunan infrastruktur PUPR dengan pengembangan wilayah;

b) Penyusunan strategi nasional pengembangan perkotaan;

c) Penyusunan rencana terpadu pembangunan infrastruktur PUPR 7
pulau/kepulauan;

d) Penyusunan skema pembiayaan infrastruktur PUPR;

e) Penyusunan indeks rasio infrastruktur;

f) Evaluasi dampak manfaat keterpaduan infrastruktur; dan

g) Perumusan rekomendasi dukungan infrastruktur pada sektor yang terkait
PUPR.

Pemrograman jangka menengah dan jangka pendek, meliputi:

a) Sinkronisasi program jangka pendek dalam entitas wilayah
(pulau/kepulauan, kawasan strategis, dan kawasan perkotaan);

b) Evaluasi kinerja keterpaduan; dan

c) Evaluasi kelayakan/kesiapan program dan kegiatan;

Perencanaan penguatan kelembagaan dalam rangka keterpaduan

2) Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan
strategis baik di perkotaan, klaster industri, maupun perdesaan, yang akan dicapai
melalui:

a.
b.

Perencanaan pengembangan kawasan dan koridor

Pengembangan keterpaduan infrastruktur untuk keterpaduan kawasan, meliputi:
a) Pelaksanaan percontohan/inkubasi pengembangan kawasan;

b) Pengembangan kota baru dan cerdas (smart cities); dan

c) Peremajaan perkotaan (urban redelopment/urban renewal)

Pelaksanaan NSPK pengembangan kawasan strategis dan kawasan perkotaan;
Pelaksanaan dan fasilitasi percepatan pengadaan tanah

2. Strategi-strategi di atas diimplementasikan dalam suatu program pengembangan
infrastruktur wilayah, yang meliputi kegiatan:

1)
2)
3)

4)
5)

Kegiatan Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah;

Kegiatan Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
Kegiatan Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;

Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Perdesaan; dan

Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan

Adapun Kegiatan Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah,
mempunyai sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu sebagai berikut :

1) Layanan administrasi kepegawaian, melalui:
a) Pelaksanaan administrasi kepegawaian
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2)

3)

4)

5)

Layanan perencanaan program anggaran dan evaluasi kinerja serta pengelolaan data
informasi, melalui:

a) Pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran

b) Pelaksanaan evaluasi kinerja

c) Pengelolaan layanan data informasi

Layanan hukum, kerjasama, dan informasi, melalui:
a) Pengelolaan produk dan bantuan hukum

b) Fasilitasi kerjasama

c) Penyediaan layanan informasi

Layanan administrasi keuangan, umum, dan barang milik negara (BMN), melalui:
a) Penyusunan laporan keuangan

b) Pengelolaan BMN

c) Layanan perkantoran

d) Layanan rumah tangga

Layanan perkantoran, melalui:
a) Penyusunan laporan perkantoran
b) Layanan tata usaha dan kearsipan

Kegiatan Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki
sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu sebagai berikut:

1)

2)

3)

Kebijakan dan strategi keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang

PUPR antarsektor/wilayah yang disusun dan difasilitasi, melalui :

a) Penyusunan rancangan rekomendasi rumusan kebijakan dan strategi serta
pedoman

b) Finalisasi rancangan rekomendasi rumusan kebijakan dan strategi serta
legalisasi

c) Fasilitasi/sosialisasi

Rencana jangka panjang dan rencana strategis pembangunan infrastruktur terpadu

bidang PUPR, melalui :

a) Penyusunan rancangan rencana strategis dan rumusan rencana

b) Finalisasi rancangan dan legalisasi rencana strategis dan finalisasi rancangan
rumusan rencana

c) Fasilitasi/sosialisasi

Rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur bidang PUPR terpadu
antarsektor, antarWPS, antartingkat pemerintahan, dan antarpulau yang disusun
dan difasilitasi, melalui:

a) Penyusunan rancangan rencana induk dan rencana pengembangan

b) Finalisasi rancangan dan legalisasi rencana induk dan rencana pengembangan
c) Fasilitasi/sosialisasi
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4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

Layanan data dan informasi pengembangan infrastruktur terpadu bidang PUPR,
melalui :

a) Pengumpulan data dan informasi

b) Pengolahan data dan informasi

c) Publikasi data dan informasi

Fasilitasi kerjasama regional dan global yang dilaksanakan, melalui:
a) Pelaksanaan fasilitasi
b) Monitoring dan evaluasi

Rekomendasi hasil analisis dampak dan manfaat keterpaduan pengembangan
infrastruktur PUPR, melalui :

a) Monitoring dan evaluasi

b) Kajian/analisis

Program jangka panjang dan jangka menengah keterpaduan yang telah
disinkronisasi, melalui :

a) Monitoring dan evaluasi

b) Sinkronisasi

c) Penyusunan rekomendasi

Skema pembiayaan pengembangan yang disusun dan difasilitasi, melalui :
a) Penyusunan rancangan rumusan
b) Fasilitasi/sosialisasi

Layanan teknis terkait kebijakan teknis perencanaan pengembangan kawasan dan
infrastruktur bidang PUPR, melalui:

a) Pemberian bimbingan teknis

b) Monitoring dan evaluasi

Rekomendasi hasil evaluasi keterpaduan perencanaan, pemrograman, dan
pengembangan infrastruktur PUPR dalam kawasan, antarkawasan, dan antarWPS,
melalui:

a) Penyusunan rekomendasi

b) Monitoring dan evaluasi

Layanan perkantoran, melalui :

a) Penyusunan program dan anggaran

b) Evaluasi kinerja dan pelaporan

c) Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, dan BMN
d) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

Adapun Kegiatan Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat, mempunyai sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu
sebagai berikut :
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Pedoman teknis sinkronisasi program jangka pendek dan tahunan keterpaduan
pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR, melalui :

a) Penyusunan pedoman

b) Legalisasi pedoman

c) Fasilitasi dan sosialisasi pedoman

Program tahunan keterpaduan yang telah disinkronisasi untuk 35 WPS, melalui :
a) Penyusunan rumusan program

b) Fasilitasi dan koordinasi

c) Pemantauan dan evaluasi

Layanan teknis terkait sinkronisasi program jangka pendek dan tahunan
keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR, melalui:

a) Penyusunan dokumen

b) Bimbingan teknis

¢) Fasilitasi dan koordinasi

Rekomendasi hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program
keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR, melalui :
a) Penyusunan rekomendasi

b) Pelaksanaan evaluasi kerja

¢) Fasilitasi dan koordinasi

Kinerja pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan pengembangan kawasan
dengan infrastruktur bidang PUPR, melalui :

a) Penyusunan dokumen kebijakan

b) Pelaksanan evaluasi program

¢) Fasilitasi dan koordinasi

Layanan data dan informasi keterpaduan antara pengembangan kawasan dan
infrastruktur bidang PUPR, melalui :

a) Pengelolaan data dan informasi

b) Penyusunan data program

c) Pemantauan pembangunan infrastruktur

Layanan perkantoran, melalui :

a) Pembayaran gaji dan tunjangan

b) Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan gedung
c) Penyediaan peralatan dan mesin kantor

d) Penyusunan kebijakan dan regulasi

Adapun Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Perdesaan, mempunyai sasaran
sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu sebagai berikut :

1)

Kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan
strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR, melalui :
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a) Penyiapan materi teknis pedoman/kebijakan
b) Penyusunan pedoman/kebijakan
¢) Penyusunan dokumen legal

2) Rencana keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis
dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR, melalui :
a) Penyiapan rencana pengembangan kawasan
b) Perumusan rencana induk inkubasi kawasan
¢) Perumusan site plan anjungan cerdas

3) Layanan data dan informasi keterpaduan pengembangan kawasan strategis dengan
infrastruktur bidang PUPR, melalui :
a) Penyusunan layanan data dan informasi
b) Pemutakhiran layanan data dan informasi

4) Area inkubasi pada kawasan strategis yang dibangun, melalui :
a) Penyiapan rencana induk area inkubasi
b) Penyusunan rencana teknis area inkubasi
¢) Perumusan rencana teknis area pengungkit kawasan
d) Perumusan site plan anjungan cerdas
e) Implementasi fisik anjungan cerdas

5) Fasilitasi pencadangan dan pengadaan tanah yang dilaksanakan untuk 35 WPS,
melalui :
a) Penyiapan pencadangan tanah yang difasilitasi
b) Perencanaan pengadaan tanah yang difasilitasi
¢) Penentuan lokasi pengadaan tanah untuk area inkubasi di 35 WPS

6) Layanan perkantoran, melalui :
a) Penyiapan layanan perkantoran
b) Penyusunan layanan perkantoran

Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan mempunyai sasaran sesuali
dengan tugas dan fungsinya yaitu sebagai berikut :

1) Kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan
infrastruktur bidang PUPR, melalui :
a) Penyiapan kebijakan
b) Penyusunan kebijakan
c) Penyusunan dokumen kebijakan
d) Proses legalisasi

2) Rencana keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur
bidang PUPR, melalui :
a) Penyiapan rencana pengembangan
b) Perumusan rencana pengembangan
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3) Layanan data dan informasi keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan
infrastruktur bidang PUPR, melalui :
a) Penyiapan layanan data dan informasi
b) Penyusunan layanan data dan informasi

4) Program jangka pendek keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan
infrastruktur bidang PUPR, melalui :
a) Penyiapan sinkronisasi program jangka pendek
b) Penyusunan sinkronisasi program jangka pendek

5) Area inkubasi pada kawasan perkotaan yang dibangun, melalui :
a) Penyiapan rencana teknis area inkubasi
b) Penyusunan rencana teknis area inkubasi
c) Implementasi rencana teknis area inkubasi

6) Pedoman teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan
perkotaan dengan infrastruktur bidang PUPR, melalui :
a) Penyiapan dokumen teknis
b) Penyusunan dokumen teknis
c) Implementasi dokumen teknis

7) Layanan teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur
bidang PUPR, melalui :
a) Penyiapan layanan teknis keterpaduan
b) Penyusunan layanan teknis keterpaduan

8) Layanan perkantoran, melalui :
a) Penyiapan layanan perkantoran
b) Penyusunan layanan perkantoran

Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi adalah kebutuhan regulasi yang dapat berupa Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, atau Peraturan Menteri PUPR. Kerangka
regulasi diarahkan untuk memfasilitasi, mendorong dan/atau mengatur perilaku
penyelenggara pembangunan serta masyarakat termasuk swasta dalam rangka
pembangunan infrastruktur bidang PUPR. Kerangka regulasi juga disusun sebagai instrumen
untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar
terhadap pencapaian sasaran pembangunan bidang PUPR serta lebih jauh dalam rangka
pencapaian sasaran nasional.

Regulasi mengenai keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan
pengembangan wilayah yaitu Peraturan Menteri PUPR Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang
Renstra Kementerian PUPR tahun 2015-2019. Regulasi tersebut hanya menjelaskan 35 WPS
serta program utama sampai tahun 2019. Regulasi yang masih dibutuhkan yaitu regulasi
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yang mengatur setiap WPS serta kawasan-kawasan yang fokus dikembangkan di dalamnya
terkait pembangunan infrastruktur bidang PUPR serta kejelasan prioritas program/kegiatan
terlebih dengan adanya lintas program/kegiatan nasional. Penyelarasan dengan kerangka
regulasi pada Prolegnas terkait keterpaduan infrastruktur dengan pengembangan wilayah
juga dibutuhkan demi mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Regulasi keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan
wilayah juga dibutuhkan pada tingkat pemerintah pusat. Regulasi tersebut harus dapat
memberikan kejelasan peran, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan. Dengan demikian,
permasalahan-permasalahan saat berkoordinasi baik antarsektor, antardaerah, maupun
antarpemerintahan dapat dicegah. Integrasi kerangka regulasi ke dalam perencanaan
strategis pengembangan wilayah penting sebagai dasar penyusunan peraturan perundang-
undangan sesuai kebutuhan masing-masing sektor.

Kerangka regulasi disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan bidang
PUPR. Kerangka regulasi untuk memampukan BPIW melaksanakan kebijakan dan
strateginya antara lain peraturan perundang yang terkait dengan Keterpaduan Pembangunan
Infrastruktur bidang PUPR dengan Pengembangan Wilayah terutama dalam pengkajian dan
pengelolaan WPS. Rincian rencana regulasi yang akan disusun dituliskan pada Lampiran .

Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat kementerian yang meliputi struktur organisasi,
ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Kerangka kelembagaan digunakan
untuk mendukung Nawacita serta melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian. Kerangka kelembagaan disusun
berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Kementerian PUPR ditugaskan untuk mendukung upaya mewujudkan ketahanan air,
kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi. Lebih lanjut, amanat lain yang diemban
Kementerian PUPR yaitu penguatan konektivitas nasional, permukiman yang layak huni dan
berkelanjutan, penyediaan jasa konstruksi dan sistem investasi infrastruktur yang memadai,
fasilitasi penyediaan rumah, pengusahaan penyediaan pembiayaan, membina SDM
konstruksi dan aparatur Kementerian PUPR, pemberdayaan organisasi dinas terkait di tingkat
provinsi dan kabupaten/kota, serta keterpaduan pembangunan infrastruktur dengan
pengembangan wilayah antarsektor, antardaerah, dan antarpemerintahan.

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, BPIW merupakan
salah satu organisasi baru di Kementerian PUPR. BPIW dibentuk sebagai inovasi
kelembagaan Kementerian PUPR dengan tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis
dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR.
Tujuannya adalah untuk menterpadukan pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR
melalui penyusunan kebijakan teknis dan strategi. Sebelum terbentuknya BPIW, tugas
perencanaan, pemrograman, dan pengembangan wilayah masih bersifat sektoral, masuk
dalam tugas masing-masing direktorat di Kementerian PUPR. Perencanaan (planning) yang
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selama ini melekat di beberapa unit kerja seperti di Pusat Kajian Strategis, Biro Perencanaan,
Bina Program dan sebagainya, sekarang menjadi tugas utama BPIW. Sejak disatukan
menjadi sebuah unit kerja sendiri, maka pengembangan infrastruktur harus selalu terpadu
dengan pengembangan kawasan sehingga berbagai hambatan dapat teratasi pasca
pengembangan infrastruktur. Lebih lanjut, peran BPIW dalam kerangka manajemen
organisasi PUPR ditujukan untuk mencapai sasaran strategis sesuai misi Kementerian PUPR,
yaitu untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan pemrograman pengembangan

infrastruktur PUPR (gambar 3.5).
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Gambar 3.5 Manajemen Organisasi PUPR dalam Mencapai Sasaran Strategis Sesuai Misi
Kementerian PUPR

Tugas utama BPIW tersebut dibagikan kepada empat Pusat dan satu Sekretariat Badan.
Pusat melaksanakan tugas substantif penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan strategi,
sementara Sekretariat Badan memberikan dukungan administrasi. Keempat Pusat dan satu
Sekretariat Badan tersebut adalah (gambar 3.6):

1) Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR.

2) Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR.
3) Pusat Pengembangan Kawasan Strategis.

4) Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan.

5) Sekretariat BPIW.

Keterpaduan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan wilayah membutuhkan
kerangka kelembagaan sebagai pelaksana program sektor dan lintas sektor agar efektif,
efisien dan akuntabel. Kementerian PUPR disusun berdasarkan hubungan internal dan
antarlembaga, sumber daya manusia aparatur, tugas, fungsi, kewenangan, peran, kebijakan
desentralisasi, dan kelembagaan didasarkan pula pada prinsip-prinsip tata kelola lembaga
yang baik.
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Gambar 3.6 Struktur Organisasi BPIW

Upaya penguatan kapasitas kelembagaan BPIW perlu dilakukan. Penguatan kelembagaan
keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR dengan pengembangan wilayah tidak harus
diartikan berupa pembentukan unit/wadah baru. Penguatan kapasitas kelembagaan tersebut
sangat strategis mengingat kapasitas kelembagaan BPIW akan menjadi pondasi yang kokoh
bagi keberhasilan pelaksanaan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR dengan
pengembangan wilayah.

BPIW telah melakukan evaluasi kelembagaan berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah. Terdapat 3 (tiga) dimensi yang dinilai, yaitu
kompleksitas, formalisasi dan sentralisasi. Berdasarkan hasil analisis evaluasi kelembagaan
tersebut, nilai evaluasi kelembagaan BPIW adalah sebesar 74,01 yang artinya Organisasi
Cukup Efisien, dan secara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap.

Upaya penguatan kerangka kelembagaan BPIW akan dilakukan dengan mewujudkan
lembaga yang berkualitas sehingga terwujud:

1) Tugas dan fungsi yang jelas, kewenangan yang tepat, serta struktur organisasi yang
efisien, sehingga terhindar dari adanya duplikasi fungsi, benturan kewenangan, dan
inefisiensi belanja operasional;

2) Tatalaksana dan hubungan kerja yang efektif, efisien, transparan dan sinergis; dan

3) Profesionalitas, integritas, dan kinerja SDM aparatur yang mampu melaksanakan visi,
misi, tujuan, arah kebijakan, strategi operasional, program, dan kegiatan untuk mencapai
sasaran strategis Kementerian PUPR.

Terkait dengan tatalaksana dan hubungan kerja yang efektif, efisien, transparan dan sinergis,
BPIW telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 dan ISO 9001:2015 terkait dengan
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pelaksanaan tugas dan fungsi di beberapa unit kerja, antara lain ditampilkan pada gambar
3.7.

Layanan Kesekretariatan : Administrasi Kepegawaian,
Pengelolaan Program dan Evaluasi Badan Pengembangan

Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur ‘
Wilayah Infrastruktur Wilayah (ISO 9001:2008)

Penyediaan Kebijakan Teknis untuk Perencanaan Strategis
Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR ‘ dan Analisis Manfaat, Perencanaan Infrastruktur,
Penganggaran dan Umum (ISO 9001:2008)

Pusat Pemrograman dan Keterpaduan Infrastruktur - Bidang Penyusunan Program, Pusat Pemrograman dan
PUPR Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR (ISO 9001:2015)

Layanan Penyediaan Kebijakan Teknis Pengembangan
Pusat Pengembangan Kawasan Strategis ‘ Kawasan Strategis dan Fasilitasi Pengadaan Tanah (ISO
9001:2008)

Layanan Penyediaan Rencana Pengembangan Kawasan

- Metropolitan, Kota Besar, Kota Baru serta Keterkaitan
Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di Pusat

Pengembangan Kawasan Perkotaan (ISO 9001:2015)

Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan

Gambar 3.6 Sertifikasi ISO 9001:2008 dan ISO 9001:2015 di BPIW

Selanjutnya, target tahun 2017 adalah seluruh unit kerja di lingkungan BPIW telah
mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015. Sumber Daya Manusia memegang peran vital dalam
jumlah pemenuhan tujuan dan pencapaian sasaran-sasaran BPIW. Sumber daya manusia
yang berkualitas dengan jumlah yang memadai menjadi kebutuhan utama BPIW guna
mewujudkan tata kelola kelembagaan yang baik. Saat ini, jumlah SDM di BPIW adalah 178
orang dengan status PNS (status per tanggal 1 Desember 2016). Untuk meningkatkan kinerja
lembaga, BPIW membutuhkan lebih banyak SDM sebagai dukungan manajemen dengan
tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi. Berdasarkan analisa beban kerja yang telah
disusun, BPIW membutuhkan pegawai sejumlah 348, sehingga masih ada kekurangan
pegawai sejumlah 170 orang (Tabel 3.1).

Tabel 3.1 Struktur Organisasi BPIW

No Unit Kerja Kebutuhan Eié‘;g;g Selisih

1 | Sekretariat BPIW 71 39 32

2 | Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR 71 33 38

Pusat Pemrograman dan Evaluasi

8 Keterpaduan Infrastruktur PUPR 62 34 28

4 | Pusat Pengembangan Kawasan Strategis 76 37 39

5 | Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan 68 35 33
Total Unit Organik 348 178 170
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Selain itu, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) juga diperlukan untuk menunjang pelaksanaan
tugas dan fungsi unit-unit organisasi di BPIW. Saat ini, keberadaan JFT di BPIW masih sangat
terbatas, yaitu sejumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari JFT Perencana, Penata Ruang,
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dan Arsiparis. Berdasarkan analisa beban kerja yang
telah disusun, BPIW membutuhkan 165 JFT, yang terdiri dari 143 JFT Perencana (jenjang
Ahli Pertama, Ahli Muda dan Ahli Madya), 12 JFT Surveyor Pemetaan Tanah (jenjang Ahli
Pertama dan Ahli Muda), 5 JFT Arsiparis (jenjang Ahli Pertama) dan 5 JFT Arsiparis (jenjang
Terampir).
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BAB IV

TARGET KINERJA DAN
KERANGKA PENDANAAN

Program dan Target Kinerja

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi beberapa kegiatan yang
dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Program bertujuan mencapai sasaran dan tujuan
serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan.
Nomenklatur program di kementerian PUPR secara umum dikategorikan menjadi 2 (dua)
jenis. Kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan
kerja setingkat esselon Il, yang terdiri dari sejumlah tindakan pengerahan sumber daya, baik
berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi
dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Nomenklatur program untuk BPIW
adalah Program Teknis, yang merupakan program Kementerian PUPR, yang menghasilkan
pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal).

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran, baik sasaran strategis,
sasaran program, maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya. Target
kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh
kementerian yang meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan.
Dalam penyusunan target kinerja baik tingkat kegiatan, program, maupun kementerian
didasarkan pada kriteria-kriteria di antaranya:

1. Target menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap
indikator kinerja sasaran;

2. Penetapan target sesuai dengan indikator kinerjanya, logis, dan struktur data yang jelas.
Dalam hal ini capaian pada tahun 2014 yang merupakan jumlah dari rencana target baru
ditambah dengan sisa yang belum tercapai pada periode 2010-2014.

Secara garis besar, Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah, yang meliputi kegiatan-
kegiatan, target sasaran Kementerian (outcome-impact), sasaran program (outcome), dan
sasaran kegiatan (output) adalah sebagai berikut :
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A. Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Kegiatan dan target kinerja manajemen pengembangan infrastruktur wilayah adalah sebagai
berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

Layanan administrasi kepegawaian

Target : 44 (empat puluh empat) macam layanan perkantoran yang akan diberikan
100% untuk memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai
dengan kebutuhan.

Layanan perencanaan program anggaran dan evaluasi kinerja serta pengelolaan data
informasi dukungan manajemen

Target : 27 (dua puluh tujuh) perencanaan program dan anggaran serta 21 (dua puluh
satu) layanan data yang akan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan selama lima
tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

Layanan hukum, kerjasama, dan informasi

Target : 17 (tujuh belas) produk dan bantuan hukum, 19 (Sembilan belas) fasilitasi
kerjasama, serta 18 (delapan belas) layanan informasi yang akan diberikan untuk
memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan
kebutuhan.

Layanan administrasi keuangan, umum, dan BMN

Target : 50 (lima puluh) subkegiatan layanan yang akan diberikan 100% untuk
memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan
kebutuhan.

Layanan perkantoran
Target : 20 (dua puluh) layanan yang akan diberikan untuk memenuhi kebutuhan
selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

B. Kegiatan Perencanaan Infrastruktur PUPR

Kegiatan dan target kinerja perencanaan infrastruktur PUPR adalah sebagai berikut:

1)

2)

Kebijakan dan strategi keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR
antarsektor/wilayah

Target : 19 (sembilan belas) dokumen rumusan kebijakan dan strategi serta 14 (empat
belas) pedoman perencanaan dan pengembangan infrastruktur terpadu bidang PUPR
akan diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan kebijakan strategi selama lima tahun.
Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

Rencana jangka panjang dan rencana strategis pembangunan infrastruktur terpadu
bidang PUPR

Target : 48 (empat puluh delapan) rencana yang akan diselesaikan untuk memenuhi
kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.
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3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

Rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur bidang PUPR terpadu
antarsektor, antarWPS, antar tingkat pemerintahan, dan antarpulau

Target : 64 (enam puluh empat) rencana yang akan diselesaikan untuk memenuhi
kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

Layanan data dan informasi pengembangan infrastruktur terpadu bidang PUPR
Target : 14 (empat belas) jenis data yang akan diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan
selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

Fasilitasi kerjasama regional dan global
Target : 20 (dua puluh) fasilitasi yang akan diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan
selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

Rekomendasi hasil analisis dampak dan manfaat keterpaduan pengembangan
infrastruktur PUPR

Target : 20 (dua puluh) rekomendasi yang akan diselesaikan untuk memenuhi
kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

Program jangka panjang dan jangka menengah keterpaduan yang telah disinkroisasi.
Target :5 (lima) rencana program yang telah ditetapkan yang akan diselesaikan untuk
memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan
kebutuhan.

Skema pembiayaan pengembangan yang disusun dan difasilitasi

Target : 9 (sembilan) sub kegiatan fasilitasi termasuk skema investasi yang akan
diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai
dengan kebutuhan.

Layanan teknis terkait kebijakan teknis perencanaan pengembangan kawasan dan
infrastruktur bidang PUPR

Target : 4 (empat) jenis layanan teknis yang akan diselesaikan untuk memenuhi
kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

Rekomendasi hasil evaluasi keterpaduan perencanaan, pemrograman, dan
pengembangan infrastruktur PUPR dalam kawasan, antarkawasan, dan antarWPS
Target : 13 (tiga belas) fasilitasi termasuk rekomendasi yang akan diselesaikan
memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan
kebutuhan.

Layanan perkantoran

Target : 31 (tiga puluh satu) macam layanan perkantoran yang akan diselesaikan
untuk memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan
kebutuhan.
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C.

Kegiatan Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR

Kegiatan dan target kinerja pemrograman dan evaluasi keterpaduan infrastruktur PUPR
adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Pedoman teknis sinkronisasi program jangka pendek dan tahunan keterpaduan
pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR

Target : 29 (dua puluh sembilan) pedoman teknis yang akan diselesaikan untuk
memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan
kebutuhan.

Program tahunan keterpaduan yang telah disinkronisasi untuk 35 WPS.
Target : 170 (seratus tujuh puluh) rumusan yang akan diselesaikan untuk memenuhi
kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

Layanan teknis terkait sinkronisasi program jangka pendek dan tahunan keterpaduan
pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR

Target : 83 (delapan puluh tiga) kegiatan fasilitasi yang akan diselesaikan untuk
memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan
kebutuhan.

Rekomendasi hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan
pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR

Target : 98 (sembilan puluh delapan) kegiatan fasilitasi evaluasi termasuk
rekomendasi yang akan diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan selama lima tahun.
Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

Kinerja pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan pengembangan kawasan
dengan infrastruktur bidang PUPR

Target : 44 (empat puluh empat) kebijakan keterpaduan pengembangan kawasan
dengan infrastruktur PUPR yang akan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan selama
lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

Layanan data dan informasi keterpaduan antara pengembangan kawasan dan
infrastruktur bidang PUPR

Target : 32 (tiga puluh dua) jenis data termasuk data keterpaduan yang akan
diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai
dengan kebutuhan.

Layanan perkantoran
Target : 100% dari seluruh layanan yang diberikan yang akan diselesaikan memenuhi
kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.
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D.

Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis non Perkotaan

Kegiatan dan target kinerja pengembangan kawasan strategis non perkotaan adalah sebagai
berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

E.

Kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antarkawasan
strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR

Target : 18 (delapan belas) pedoman teknis perencanaan dan pemrograman serta 12
(dua belas) kebijakan teknis yang akan diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan
selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

Rencana keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antarkawasan strategis
dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR

Target : 99 (Sembilan puluh Sembilan) rencana yang akan diselesaikan untuk
memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan
kebutuhan.

Layanan data dan informasi keterpaduan pengembangan kawasan non perkotaan
dengan infrastruktur bidang PUPR

Target : 10 (sepuluh) layanan data yang dibutuhkan yang akan diselesaikan untuk
memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan
kebutuhan.

Area inkubasi pada kawasan strategis yang dibangun

Target : 38 (tiga puluh delapan) rencana teknis area inkubasi dan 31 (tiga puluh satu)
area inkubasi yang akan diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan selama lima tahun.
Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

Fasilitasi pencadangan dan pengadaan tanah yang dilaksanakan untuk 35 WPS
Target : 149 (seratus empat puluh sembilan) lokasi yang akan diselesaikan untuk
memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan
kebutuhan.

Layanan perkantoran

Target : 25 (dua puluh lima) macam layanan perkantoran yang akan diberikan 100%
untuk memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan
kebutuhan.

Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan

Kegiatan dan target kinerja pengembangan kawasan strategis perkotaan adalah sebagai
berikut :

1)

Kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur
bidang PUPR

Target : 26 (dua puluh enam) kebijakan teknis yang akan diselesaikan untuk memenuhi
kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.
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2) Rencana keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang
PUPR
Target : 102 (seratus dua) rencana yang akan diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan
selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

3) Layanan data dan informasi keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan
infrastruktur bidang PUPR
Target : 10 (sepuluh) layanan data yang dibutuhkan yang akan diselesaikan untuk
memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan
kebutuhan.

4)  Program jangka pendek keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan
infrastruktur bidang PUPR
Target : 9 (Sembilan) rumusan program yang akan diselesaikan untuk memenuhi
kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

5) Areainkubasi pada kawasan perkotaan yang dibangun
Target : 25 (dua puluh lima) rencana teknis dan 60 (enam puluh) area inkubasi yang
akan diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya
sesuai dengan kebutuhan.

6) Pedoman teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan
perkotaan dengan infrastruktur bidang PUPR
Target : 25 (dua puluh lima) pedoman teknis yang dibutuhkan yang akan diselesaikan
untuk memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan
kebutuhan.

7) Layanan Teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur
bidang PUPR
Target : 48 (empat puluh delapan) layanan teknis yang diberikan yang akan
diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai
dengan kebutuhan.

8) Layanan perkantoran
Target : 5 (lima) macam layanan perkantoran yang akan diberikan 100% untuk
memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan
kebutuhan.

Kerangka Pendanaan

Investasi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan
pengembangan wilayah masih relatif belum sebesar kebutuhan lainnya ataupun dibandingkan
dengan negara lainnya. Investasi tersebut sangat penting sebagai bentuk nyata peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud,
kerangka pendanaan pembangunan infrastruktur PUPR vyang terpadu dengan
pengembangan wilayah diarahkan pada kebijakan pembiayaan terpadu. Untuk melaksanakan
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arah, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan utama pembangunan infrastruktur PUPR
diperlukan dukungan kerangka pendanaan yang maksimal. Perhitungan pendanaan harus
memperhatikan alokasi pendanaan program (penjumlahan dari alokasi pendanaan kegiatan),
alokasi pendanaan kegiatan (penjumlahan dari alokasi pendanaan output), dan alokasi
pendanaan output (hasil proyeksi berdasarkan volume target).

Alokasi pendanaan untuk BPIW dalam RPJMN selama 5 tahun adalah sebesar
Rp3.467.000.000.000,00. Sedangkan kebutuhan pendanaan berdasarkan perhitungan BPIW
dalam Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 yaitu sebesar Rp5.385.000.000.000,00.
Rincian pendanaan per kegiatan per tahun terdapat pada Tabel 4.1. Setiap tahun Anggaran
pada Tabel 4.1 mengalami kenaikan yang disebabkan kuantitas perencanaan pembangunan
infrastruktur di tiap wilayah di indonesia akan semakin meningkat. Perencanaan ini akan
berupa suatu program yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Selain itu, bila alokasi
pendanaan tahun tertentu tidak terpenuhi secara penuh, selisihnya akan diakumulasikan pada
anggaran tahun setelahnya.

Berdasarkan hasil perhitungan BPIW, beberapa perbedaan struktur output dan pendanaan
Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah dalam renstra dan RPJMN diantaranya
disebabkan oleh :

1. Adanya perbedaan struktur organisasi dengan yang tercantum dalam RPJMN vyaitu
semula terdiri dari 6 unit Eselon Il menjadi sebanyak 5 unit Eselon Il. Hal ini
berpengaruh terhadap struktur keluaran dan targetnya;

2. Adanya muatan pekerjaan pengembangan wilayah strategis termasuk inkubasinya
serta fasilitasi pengadaan tanah. Hal ini berimplikasi perlunya penambahan dana.

Kompleksitas yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan
pengembangan wilayah harus diimbangi dengan kapasitas kemampuan dan sumber daya
yang salah satunya adalah pendanaan. Pendanaan yang diberikan untuk membangun
infrastruktur cenderung menurun tiap tahun. Apabila pada tahun 1992-1994, pembiayaan
infrastruktur mencapai 5,34 % dari total Pendapatan Domestik Bruto (PDB), maka tahun 2002
nilainya semakin menurun menjadi hanya 2,33% dari total PDB. Padahal, untuk mencapai
pertumbuhan PDB sebesar 6% per tahun, dibutuhkan pembiayaan infrastruktur sebesar 5%
per tahun dari total PDB. Sedangkan pada tahun 2005-2009 bidang infrastruktur
membutuhkan dana Rp227 triliun, sementara pemerintahan hanya menyediakan Rpl127
triliun. Rp98 triliun diharapkan bisa ditutupi dari investasi swasta dan masyarakat sehingga
terdapat kekurangan dana Rp9,8 triliun. Sehingga diperlukan skema pembiayaan Kerjasama
Pemerintah Swasta (Public Private Partnership) serta kerjasama bilateral maupun multilateral.
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Tabel 4.1 Rincian Pendanaan per Kegiatan per Tahun

Unit Organisasi

ANGGARAN (JUTA)

2015

2016

2017

2018

2019

Total

Sekretariat Badan

140.342

165.000

180.000

190.000

200.000

875.342

Pusat
Perencanaan
Infrastruktur
PUPR

72.380

100.000

137.154

147.154

157.154

613.842

Pusat
Pemrograman
dan Evaluasi
Keterpaduan
Infrastruktur
PUPR

89.664

120.000

162.154

177.154

192.154

741.126

Pusat
Pengembangan
Kawasan
Strategis

111.210

313.840

408.308

458.308

508.308

1.799.974

Pusat
Pengembangan
Kawasan
Perkotaan

111.904

250.000

300.000

330.000

363.000

1.354.904

Total

525.500

948.840

1.187.616

1.302.616

1.420.616

5.385.188
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BAB V

PENUTUP

Renstra BPIW tahun 2015- 2019 merupakan arahan yang akan dijabarkan ke dalam rencana
kegiatan unit kerja mandiri di lingkungan BPIW untuk mencapai sasaran strategis
Kementerian PUPR dalam mendukung pencapaian sasaran nasional. Proses pencapaian
sasaran Renstra PUPR 2015-2019 memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi
antarsektor, antardaerah, dan antarpemerintahan agar dapat mencapai kinerja yang
maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang
lebih merata dan berkelanjutan. Penyelenggaraan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan
pengembangan wilayah dalam mencapai target-target yang telah disepakati perlu dilandasi
dengan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan yang optimal.

Dalam rangka sinergisasi dengan pemerintah daerah, pemerintah akan memberikan
perhatian yang lebih besar pada aspek peningkatan kapasitas daerah sehingga kompetensi
dan kemandirian pemerintah daerah segera dapat dicapai. Pencapaian saran target rencana
strategis BPIW 2015-2019 memerlukan pendanaan yang relatif besar, sehingga diperlukan
dorongan untuk meningkatkan kemitraan pemerintah dan swasta yang lebih besar dalam
rangka mengembangkan alternatif pembiayaan keterpaduan pembangunan infrastruktur
PUPR dengan pengembangan wilayah. Dalam hal ini, tugas BPIW adalah menyiapkan
regulasi terkait, membangun iklim yang semakin kondusif dan kompetitif, perbaikan sistem
hukum dan kelembagaan, perluasan akses dalam mengurangi risiko investasi, serta
mendorong pengembangan inovasi dan teknologi.

Tantangan pembangunan ke depan dalam konteks otonomi daerah adalah bagaimana
menemukan formula pembiayaan investasi infrastruktur yang tepat, melalui skema-skema
kreatif atau non-konvensional. Berbagai insentif untuk menarik investasi dapat dilakukan
terkait kelayakan proyek dan pembiayaan melalui penerapan Kerjasama Pemerintah Badan
Usaha (KPBU) berupa pemberian dukungan pemerintah, seperti pembebasan tanah atau
pembangunan yang sebagian dibangun oleh pemerintah.

Melalui konsistensi pelaksanaan Renstra BPIW tahun 2015-2019 serta peran serta
pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat, diharapkan dapat mempercepat
proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, koordinasi dan integrasi baik
secara vertikal maupun horizontal yang semakin kuat dalam penyelenggaraan pembangunan
bidang PUPR sangat diperlukan. Akhir kata, Renstra BPIW tahun 2015-2019 perlu dijabarkan
ke dalam rencana kegiatan unit organisasi dan unit kerja Eselon Il atau unit kerja mandiri di
lingkungan BPIW secara konsisten.
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TABEL L-1. KERANGKA REGULASI

NO

ARAH KERANGKA
DAN/ATAU
KEBUTUHAN
REGULASI

URGENSI
PEMBENTUKAN
BERDASARKAN

EVALUASI
REGULASI
EKSISTING,
KAJIAN, DAN
PENELITIAN

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

UNIT
TERKAIT/
INSTITUSI

TARGET

Penyusunan
Peraturan Menteri
PUPR tentang
Perencanaan
Pembangunan
Infrastruktur

Penguat/turunan dari
Undang-Undang
Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional

Materi yang diatur:

e Tata cara
Penyusunan
rencana strategis
satminkal dan unit
kerja

e Tata cara
Penyusunan
evaluasi
pencapaian target
Renstra

Kementerian
PUPR

Pusat 1
Pusat 2

2016-
2019

Penyusunan
Peraturan Menteri
PUPR tentang
Pemrograman dan
Evaluasi
Keterpaduan
Infrastruktur

Penguat/turunan dari
Undang-Undang
Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional

Materi yang diatur:

o Alur kerja
pemrograman
infrastruktur PUPR

¢ Alur kerja evaluasi
keterpaduan
pemrograman
PUPR

¢ Pedoman e-
sinkronisasi
program

Kementerian
PUPR

Pusat 1
Pusat 2
Biro

PAKLN

2016-
2019




Penguat/turunan dari
Peraturan Pemerintah
Nomor 55 Tahun
2005 tentang Dana

Penyusunan Perimbangan
Peraturan Menteri ) ) Pusat 1
PUPR tentang Materi yang diatur: | kementerian Pusat 2 2016-
Petunjuk Teknis * Alur kerja evaluasi | pypRr Biro 2019
DAK Infrastruktur usulan DAK PAKLN
PUPR ¢ Sistematika
penyusunan usulan
DAK
e Pedoman e-
proposal DAK
Penguat/turunan dari
Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun
Penyusunan 2015 tentang
Peraturan Menteri Kerjasama Pusat 1
PUPR tentang Pemerintah dan Pusat 2
Pembiayaan Badan Usaha Kementerian Direktorat | 2016-
Infrastruktur i i PUPR Bina 2019
Kerjasama Materi yang diatur: Investasi
Pemerintah Badan | ® Petunjuk teknis DJBK
Usaha pelaksanaan KPBU
infrastruktur PUPR
¢ Tata kerja model-
model KPBU
Rapermen PUPR Dukungan
tentang Kebijakan Pencapaian Target
dan Strategi Pembangunan Kementerian 2016-
Pembangunan Infrastruktur PUPR | pypR Pusatl 5019
Infrastruktur PUPR | Jangka Panjang
Jangka Panjang (2015-2025)
Rapermen PUPR
tentang Rencana Dukungan
gg:kemban an Pencapalan Rencana | Kementerian Pusat 1 2016-
9 g Strategis PUPR Pusat 2 2019
Infrastruktur PUPR | kementerian PUPR
di Pulau atau
Kepulauan
Rapermen PUPR
tentang Pedoman Dukungan
Pembangunan Pencapaian Rencana | Kementerian 2016-
Infrastruktur PUPR | Strategis PUPR Pusatl | 5019
Berbasis Kementerian PUPR
Kewilayahan
Rapermen PUPR
tentang Pedoman Dukungan
Kelembagaan Pencapalan Rencana | Kementerian 2016-
Pengelola Wilayah | Strategis PUPR Pusat 3 2019

Pengembangan
Strategis (WPS)

Kementerian PUPR




Rapermen PUPR Dukungan

tentang Pedoman Pencapaian Rencana | Kementerian 2016-
Evaluasi Kelayakan | strategis PUPR Pusat 1 2019
Pengembangan Kementerian PUPR

Wilayah
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1. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang

Sabang-Banda Aceh-Langsa

Pembangunan Jalan Pembangunan
Lingkar Pulau Weh %] | Waduk Rukoh & Tiro
(Sabang-Keuneukal) J Pidie

Pengamanan Muara Krueng

Peudada Bireun

— ]

)

-

Y
7o <
Pembangunan &

Waduk Payaseunara [, «ld

_—

Pembangunan Jalan
Kruengraya-Tibang

Pembangunan
Pengaman Pantai
Krueng Raya Kec.
Mesjid Raya Aceh
Besar

Pembangunan ok

Waduk Rajui

Pembangunan Jar.Irigasi
Jamuan (extension) Aceh

TA 2015-2019

Pembangunan
Jar.lIrigasi D.l.Jambo

Utara

Pembangunan Perumahan
tersebar di beberapa lokasi

Pembangunan Infrastruktur Permukiman
tersebar di beberapa lokasi

3

-~

< ko~ Simpul Kopi
< s Simpul Sawit

N

Pembangunan Jalan

Gempang-Pameuh

B

Aye Kanan Aceh
Utara

Pembangunan

Jar.lIrigasi D.1.Kr.
Pase Aceh Utara

Pembangunan

;
L8

G. Abong-abon|

2.961 mdpl

Waduk Jambo Aye

Pembangunan
Waduk Kreuto

Pembangunan
Intake & Pipa
Transmisi Air Baku di
Kab. Aceh Utara

> =y

...uunn_‘u.,

TN
RS A
Gn. Leuser

Restorasi Sungai: sungai
Kr.Baro, Kr.Tiro, &
Krueng Aceh Besar,
Pidie, Pidie Jaya

z



2. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Metro

Medan-Tebing Tinggi-Dumai-Pekanbaru

Pembangunan Akses
Bandara Kuala
Namu

a. Pembangunan
Jalan Tol Medan —
Binjai i

b.Pembangunna
Jalan Tol Medan-

a.Pengendali Banjir S. Sabura, S. Kera
Medan

b.Pengendali Banjir Deli Hilir

c. Pembangunan Transmisi Air Baku

a. Pembangunan Jalan Sei.
Balai- Ujung Kubu

b.Pemabngunan jalan ujung
kubu. K. Tanjung

TA 2015-2019

a. Pembangunan Jalan KISM-Sp.
Mayang — LimaPuluh -Sp.

Metro Medan

) T

Kualnamu- Tebing
Tinggi

c. Pemabngunan Fly
Over Pinang Baris,
Katamso dan
Gatot Subroto

Pembangunan Waduk
Lausimeme

Inalum-K.Tanjung
b.Pemb Jalan Akses K. Tanjung

Malaysia

a. Pembangunan Jalan
KISM-Sp. Mayang —
LimaPuluh -Sp.
Inalum-K.Tanjung

b.Pemb Jalan Akses K.
Tanjung

Pembangunan Waduk
Lau Gunung Kab. Karo

a.Pembangunan Bendung
dan jaringa irigasi D.I
Silau Asahan

b.Pembangunan
Pengendali Banjir Sungai
Asahan dan Kota Tj.

Pembangunan Jalan Tobe Balai
Tele-Pangururan Batu |
\\f"\ juz Oun
l\‘b el ‘*\_ Pembangunan Jalan
Pembangunan Waduk . sihabuhal “ai,"— . ’ Sp. Pal-kota Pinang
. 2.300 m dpl
Lompatan Harimau K s ]
& okan
j Hie = a. Pembangunan jalan
Logenda S \\ e = Sp. Batang- Lb..Gaung
= = N b.Pembangunan jalan
! Pembangkt Lavk (eksdanrenc) [ | KSN Danau Tobs = Sp. Kulim- Pel. Dumai
=~ Bendungan | Daerah \gaw >/ O"‘ v
4 Bancar Udwa KPP moerta i - ot y ( I
& P 2 Cahupan Administasi WPS \\‘/'\._J/ | = Pembangunan Jalan
. Simpul Karet : Tol Pekanbaru-
Pembangunan Perumahan tersebar di K" simpul kare N\ S s 7 Kandis-Dumai
: Simpul Sawit 0 : (4 1-} . 4
beberapa lokasi L & N
T Simpul Tembakau Smithogis °;
" KPI(MP3EI) /\\ Ser——— ~3 - Pembangunan Jalan
— Jalan Acter) Primer (JAP) o Perawang- Sp. BtKm
— Jalan Kolehtor Prmer (JKP-1) I 11- Siak Sri
“+ JKP-1 (Bokun Torsambusg) —— LJ ‘f_,,_,:m Indrapura-
—KP-1 {Jalis Systags NasonalUSN) v L \ “_-:‘ng BuqOIIYIangkapan
senens Jarngen Jalen Tol (renc) ) il
e Jaiur Kareta Apd (oks dan renc) = S g I - K’\\
osw x x -
Sungsl %ﬁ\ a.Prasarana Pengendali Banjir Sungai Siak Kota Pekanbaru 3 A

Pembangunan Infrastruktur Permukiman tersebar
di beberapa lokasi

b.Pembangunan pompa banjir S. Senapelan, S. Pengembang dan S.
Belanda

c. Pembangunan Turap Pengendali Banjir JI. Yos Sudarso

d.Pembanguna Intake dan Jar Transmisi PAB Pekanbaru

Pembangunan Sistem Penyediaan
Air Minum Kota Pekanbaru




3. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu
Batam-Tanjung Pinang TA 2015-2019

a.  Pembangunan Estuari a. Pembangunan Jalan Sei Tenan-Sp. Limbung-Tj.Buton Pembangunan Estuari * Pembangunan Tampungan Air
Dam Sei Gong Kota b. Pembangunan Jalan Simpang Jam - Batu Ampar Dam Dompak Kota Baku DAS Kawal Kab. Bintan
Batam c. Pembangunan Jalan Tol Batu Ampar - Muka Kuning - Tanjungpinang * Pembangunan Estuari Dam Busung
4 b. Pembangunan Estuari Hang Nadim _ Kab. Bintan
Dam Rempang Utara d. Pembangunan Flyover Sp. Kabil dan Sp. Jam
Kota Batam

c. Pembangunan Estuari
Dam Teluk Nongsa Kota
Batam

d. Pembangunan Estuari

A
Dam Pulau Kepala Jeri ¢ g b SO
Kota Batam POy ey - / ' ==
(Y O, W ! 5 e A B
e. Pembangunan waduk ' o] N ; '3 % > 5 V0 B g,
Sie Gong Batam ol ) g y. ; : RS HKAKK
¥
-‘»\::.I", a f. W > & I, 5 b X ‘ =gl : ﬁ?a/s Ha)a F lsth {K/;ang)
% ‘J-\‘ '. . \ b
AN |
: : X .«"“{ 5‘) \'*... > . ; A e 4
- I ’ig\ xf“ RN 5 XA S - . Y : Pembangunan Jalan Tj
Seeny l y y y = . . IRy, y - X

Pengelolaan Sampah {4 Uban-Mengkulu Bantan

Pembangunan Perumahan tersebar

bayu-Sp.Gesek

oy < . . .
Sy KotaBatam di beberapai lokasi ' Reved - 5 o n
S rex 6, T : AT . . A i : ;(/LM o
Legenda : KKK, ' \ : ' ' %% St ' "“\‘-.‘“‘1 s
N s :
#  Pembangkit Listrik (eks dan renc) o Daerah Irigasi : . . A cgj o’ e
~  Bendungan [ KPP minerba " x X .L\ : ] .
+ Bandar Udara Adm. Kabupaten/Kota WPS ~ vy ; bali Abiang tsk .
, . i . . . Al . . Pembangunan Jalan Lingkar Kota
& Pelabuhan Batimetri x : 'Y j i i
i o8 ’i\ Tanjung Pinang - Kab. Bintan
*  KEK 0-500m gr? A\
. e
2 Kaw. Industri (RIPIN) 500 - 1000 m - ke /n‘-\_ O
KSPN (RIPARNAS) 1000 - 3000 m < = \ijg‘\
B KPI (MP3EI) 3000 - 5000 m {K\
s Jalan Arteri Primer (JAP) >5000 m <, o * . E
Jalan Kolektor Primer (JKP-1) ! Q‘\ § - Simpul Perikanan
------ JKP-1 (Belum Tersambung) b ; K ki
=== JKP-1 (Jalan Strategis NasionallJSN) Pembangunan Infrastruktur Permukiman - Simpul Bauksit
) U tersebar di beberapai lokasi
=====: Jaringan Jalan Tol (renc) . !
) — Simpul Granit
—+—+ Jalur Kereta Apii (eks dan renc) " . %
DY N
Sungai 022545 9 135 18 =,

1
104°00°E



4. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang

Sibolga-Padang-Bengkulu

a.Pemb.D.l. Kawasan Lubuk Buaya (3362 Ha)

b.Anai River Channel Improvement From River
Mouth to Section50 M Up Strem Bypass Bridge di
Kab. Padang Pariaman (0,15 Km)

c. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir
Batang Tapakis

d.Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir
Batang Tandikek

e.Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan
Pantai Padang Pariaman

Pembangunan Jalan Tiku-Sasak-Air Bangis-Bts.Prov
Sumut

j)

.Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Batang
Pasaman

.Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan
Pantai Sasak Pasaman Barat

o

. .| Pembangunan Jalan Natal-Bts. Sumbar

a. Pembangunan Jalan Sicincin-Lb.Alung
b. Pembangunan Jalan Sieberut - Muara Sigep

L

Pemb.D.l. Kawasan Lubuk Buaya (3362 Ha)
.Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Pengendali
Banjir Batang Kuranji

. Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Batang
Lurus Kota Padang

.Pembangunan Check Dam dan Perkuatan Tebing
Bt. Kuranji-Limau Manis Kota Padang
Pembangunan Bangunan Terjun dan Perkuatan

Tebing Bt. Timbalun Bungus Kota Padang

Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan

Pantai Bungus Padang

g. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengamanan

Pantai Padang di Kota Padang

o

(]

Q.

o

—

A Z0 U

a.Pembangunan Bendung Suplesi Sungai Batang
Pane D.| Batang llung Tapanuli Selatan/Madina

b.Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.l. Paya Sordang 4.350
Ha Kota P.Sidempuan dan Kab. Tap. Selatan

c. Normalisasi Pertemuan Sungai Batang Angkola -
Sungai Batang Gadis Kab. Tapsel / Madina

d.Pembangunan Embung Napa Sibual Buali di Kab.
Tapanuli Selatan Kab Tapanuli Selatan

a.Pembangunan Bendung, Jaringan Irigasi dan
Drainase D.| Batang Batahan Madina

b.Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.l. Batang Gadis 6,628
Ha Madina

a.Pengendalian Banjir Batang Sianok Kab. Agam
b.Pembangunan Prasarana Pengendali Sedimen
Batang Sanipan

Pembangunan Jalan Balinka-Matur-Ngarai Sihanouk

Y (Jembatan & Terowongan)

Pembangunan Permukiman tersebar di beberapa
lokasi

L

Pembangunan DI. Sawah Laweh Tarusan (3273 Ha)

.Pemb. DI Kawasan Batang Bayang

Peningkatan DI. Koto Salapan (Areal Air Tambang-

Sungai Tunu)

d.Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir
Batang Lumpo Pesisir Selatan

e.Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan
Pantai luhung-bayang-Apiapi- Ketaping-Sago Pesisir
Selatan

f. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan
Pantai Sumedang Pesisir Selatan

g.Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan

Pantai Air Haji Pesisir Selatan

.Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan

Pantai Amping Parak Pesisir Selatan

o o

>0

Pembangunan di Perumahan tersebar berapa
lokasi

T - S,
Kota ppsian ), P s
Y, > 12.009 m dpl{*
&l
L
W = . \
5 —a | . _“_';..".5..,.\..
o (G Sipoimpin PLTOU e P X
R 9m. ol '.‘ L T) Beiton,
..‘ o - b " n .
)y y g
i TN Bger? [+ L %
t Jralakmali § /4“ > e e ¥
7 912 mdpl § . :‘ f e 1y
ﬁ‘- v \\ bk 1 ) X [ I ,\
) | v Y \
N y pee \ Ny v
‘f\' Padang P . i \ g ~
A 2.891 m dpl ) W Trre— -
B Kota R e \ \
J\
= = —
| A 4
| S AN G- Pantai ot
—p ¥ ETTTT
E N pl ‘ ~
/s R\ "\ \
A\ LW TR
; S \

Pembangunan Jalan Tapan-Bts Jambi

333mdy 2

e TR
N
e s o

e

b
e e
o

s A P
T
! e ey

e g ——
-, -

e mantn g e -

- *\

a. Perkuatan Tanggul Sungai Air Bengkulu
b.Pembangunan Jetty Air Bengkulu

\ \ .\ a,TaIan bar
\ ) g

Pembangunan Jalan Padang - Mukomuku

a.Pembangunan Pengendali Banjir Mukomuko

b.Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai
Punggur-Air Dikit Mukomuko

c. Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Desa
Ipuh Mukomuko

¥

Pembangunan Sarana Penyediaan Air Baku Regional
Kota Karang Tinggi Seluma Kab. Bengkulu Tengah
(MYC) Bengkulu Tengah

a.Pembangunan Jalan Lingkar Kota Bengkulu
b.Pembangunan Jalan Bengkulu-Kepahyang-Curup-
Lubuk Linggau




5. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu

Jambi-Palembang-Pangkal Pinang-Tanjung Pandan TA 2015-201

a. Pembangunan Jalan Lingkar
Jambi-Talang Duku

b. Pembangunan Jalan Talang -

Duku-Muara Sabak

Pembangunan Pengendali
Banjir Kota Jambi

Pembangunan Pengendali

Pembangunan Perumahan
tersebar di beberapa lokasi

uarabulian

folangun

1
X

Pembangunan Infrastruktur
Permukiman tersebar di
beberapa lokasi

\  siampgh
\ Roau

) |

Pendypo e
Teahgubi Poraffle.Gilimb
? -~

£
4 Kayuaiu

Legenda :
#  Pembangkit Listrik (eks dan renc)
= Bendungan

Bandar Udara

Pelabuhan

KEK

Kaw. Industri (RIPIN)

KSPN (RIPARNAS)

KPI (MP3EI)

w—Jalan Arteri Primer (JAP)

U TR Y Y

= Jalan Kolektor Primer (JKP-1)

=== JKP-1 (Belum Tersambung)

=== JKP-1 (Jalan Strategis NasionalJSN)

#22= Jaringan Jalan Tol (renc)

—+— Jalur Kereta Apii (eks dan renc)
Sungai

(PT Prabumulih
L] KSN TN Berbak
I Daeran ingas: VMuara Enim

KPP minerba
0 Adm. Kabupaten/Kota WPS
Batimetri

0-500m

500 - 1000 m

1000 - 3000 m

3000 - 5000 m

> 5000 m

Way Tuba

Banjir Kota Pangkal Pinang

a. Pembangunan Jembatan Teluk Belinyu
Pembangunan Jalan Tanjung Kelian-Petaling-Pangkalpinang
c. Pembangunan Jalan Petaling-Namang-Toboali

ara Bnim - Pendopo :

fGatot Subroto / BerReid =

Km

=

C———
051 20 3 40
=

i‘ lenggala

Lhmogala (Qunund Batin / Astra Kdsetra)

a.Pembangunan Jalan Pasanglaya

b.Pembangunan Jalan Tol Palembang-Indralaya
c.Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung
d.Pembangunan Jembatan Musi Il dan Jalan Akses

Pembangunan Pompa
Pengendali Banjir Sub DAS
Bendung di Kota Palembang
(lanjutan)

Pembangunan
Bendung Pice Besar
DI Selingsing di
Belitung Timur

Kelgyang dsk

Infrastruktur Kawasan Kumuh
Perkotaan di Kota Palembang

Pembangunan Jalan mendukung
KSPN Belitung

L-7




6. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu
Merak-Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api-Api

. -

TA 2015-2019

H

‘ ¢ NG

Pangkalpinang
Po

o
PN W
b + 7

R % ‘
&, k ‘?
Ké anju pi l ‘ ApiApi \j
'O " ‘ ‘

a. Pembangunan Pompa Pengendali

Pembangunan Jalan / J" A ® ‘»\_\ i Banjir Sub DAS Bendung di Kota
Palembang-Tanjung ’g_ 4 Palembang (lanjutan)
Api-Api b } { }: b. Pembangunan Bangunan

' j "‘3 Pengendali Banjir Sungai Lempuing

£ Kayuagung

S K. . .
gan. g-lic

a.Pembangunan Jalan Pasanglaya
b.Pembangunan Jembatan Musi lll dan |H

7
Jalan Akses {f‘ e\
* '.-"“‘- m )

PLTG Gunung
| 47

-
Kl Muara ERil

Infrastruktur Kawasan Kumuh Perkotaan
L di Kota Palembang

Pembangunan Jalan Mesuji-
Blambangan Umpu

Muaradua | -
® ¢

a.Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-

Terbanggi Besar Bintian -3\: D
b.Pembangunan Jalan Tol Terbanggi \ e ey Ranwu ok |, 7 \ ~ I ay Kambas dsk
Besar- Kayu Agung N B it L5 S a. Pembangunan Waduk Segalamider
*a b. Pembangunan Waduk Sukaraja Ill

c.Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung-
Palembang-Betung

d.Pembangunan Jalan Tol Palembang-
Indralaya

Legenda :

# _Pembangkit Listrik (eks dan renc)
= Bendungan

¢ Bandar Udara

@ Pelabuhan

* KEK

@ Kaw. Industri (RIPIN)

Infrastruktur Kawasan Kumuh Perkotaan
di Kota Cilegon

Pembangunan Jalan Lingkar Fepvtovan sari fo

Bandarjaya

Pembangunan Infrastruktur
Permukiman tersebar di beberapa lokasi

B/B KSPN/Prioritas (RIPARNAS)
e Jalan Arteri Primer (Jalan Tol)
= Jalan Arteri Primer (JAP)
= Jalan Kolektor Primer (JKP-1)

== JRP-T(Beium
==== JKP-1 (Jalan Strategis Nasional/lJSN)
#s#% Jaringan Jalan Tol (renc)
—— Jalur Kereta Api (eks dan renc)

pﬁak:uu dsk
<9
n Krakatau dsk

a.Pembangunan Flyover Sp. Pelabuhan
Panjang

b.Pembangunan Jalan Cikande-Serang-
Cilegon

Sungai
1 Daerah Irigasi A
. : s s Pembangunan Waduk Sindang Heula
Pembangunan Perumahan tersebar di L0 e - e Lesune . ¢
beberapa lokasi U
A REETEP

el &

o ———
0510 20 20 &




7. Sebaran Program Utama di WPS Konektivitas Keseimbangan Pertumbuhan Terpadu

Jakarta-Bogor-Ciawi-Sukabumi TA 2015-2019

S s - KSPN Pariwisata Kj)ta Tua ":‘,'f' Marunda a.Pembangunan Jalan Bebas
¢ e PLIGY Bojdhegara K'ﬁ?‘a o NN Qe 2 . .
Pembangunan Infrastruktur i “Mgvk l-/ " ‘ G pegn HambatandAkses Tznjuni Priok
Permukiman tersebar di beberapa AL ‘tp- P ‘- G e (E2, E2 A, dan NS) dan Akses Dry

Port Cikarang

lokasi N Ry
2 = | b.Pembangunan Flyover Dalam

Pinang Baris, Pancoran,
beberapa lokasi

K,ﬁ“_ Kuningan, Sudirman)

c.Pembangunan FO/Underapass
Perlintasan KA

d.Pembangunan 6 (enam) Ruas
Jalan Tol DKI Jakarta (Semanan —
Sunter, Sunter — Pulo Gebang,
Duri Pulo-Kampung Melayu,
Kemayoran- Kampung Melayu,
Ulujami-Tanah Abang, Pasar
Minggu —Cassablanca)

FaNg prsgroms ikl “ A o dune ) )
ﬂ PN g Kota (Semanggi, RE Martadinata,
KI K )
Pembangunan Perumahan tersebar di . ar@vang
)

a.Pembangunan Sudetan Kali
Ciliwung ke KBT Jakarta

b.Pembangunan Cengkareng Drain
2 Jakarta

Pangkalan|

Pembangunan Jalan Tol JORR2:
a. Tol Depok-Antasari

b. Tol Cinere-Jagorawi

c. Tol Cimanggis-Cibitung

Pembangunan Rusunawa di Pasar
Minggu dan Pasar Rumput

Pembangunan Jalan Tol Ciawi-
Sukabumi

a.Pembangunan Jalan Tol Cibitung
— Cilincing

b.Pembangunan Flyover Bulak
Kapal (Bekasi)

-
~ .

1.Pembangunan  Waduk Ciawi
(2015-2018) Bogor
2.Pembangunan SPAM Air Baku
Kali Baru Barat dan Kali Baru , S
Timur Bogor S22 %%
3.Pembangunan Check Dam di ]
Sungai Cipamingkis Bogor

e
R
}

Kedupandak .



8. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu
Jakarta-Cirebon-Semarang

TA 2015-2019

Akses Dry Pembangunan Bendung Pembangunan Bendung
Port Leuwinangka 2.418,50 Ha - Sumurwatu Kabupaten -
di Kab. Subang Indramayu (Eskalasi) Jalan Strategis
Nasional
| Kawasan Minapolitan Pejagan -
Jalan Tol Pembangunan Gebang Kabupaten Jalan Lingkar || Ketanggungan
Cikampek-Palimanan Bendungan Kuningan Cirebon Brebes - Prupuk

)‘ P na umﬁ:sn
° .
Ll oe
°

KI T3

W
Kl Tanger

' i el e Jalan Tol Jalan Tol Pemalang- Jalan Tol Batang-
- % Vo Tl : Pejagan-Pemalang Batang Semarang

Kl Kendal '

__ Kl Demak
) N

Pembangunan Pembangunan Jaringan Semarang
Arteri Sejajar Lingkar Selatan Bendung Air Baku Pedesaan Urban
JORR Bandung 20 km Copong Kabupaten Pemalang Drainage
- Simpul Padi
Pembangunan Perumahan tersebar di Pembangunan Infrastruktur
beberapa lokasi Permukiman tersebar di beberapa lokasi Simpul Teh

- Simpul Bawang



9. Sebaran Program Utama di WPS Pertumbuhan Baru

Tanjung Lesung-Sukabumi-Pangandaran-Cilacap

TA 2015-2019

Pembangunan
Jaringan Irigasi b.Pemb
Teluk Lada Air Ba

a.Pembangunan Waduk Karian

angunan Saluran Pembawa

Pembangunan
Waduk Sukahurip

ku Karian

— v

)
(:‘/; é(f,'akatau dsk
<
KEK Tanjung
AJ"!’ f
P /{ o 5

U|un§!(ulon Tei) g Lesung d 3

UJ& ,Jmlp !

Largar’

4
Pelaby,hér)_

‘Ratu
e

Pembangunan
Jalan Tanjung
Lesung Sumur

=38 AR
o fo
i Ki Cilayama

Pembangunan
Jalan Lintas
Selatan banten

Pembangunan Perumahan
Tersebar di beberapa lokasi

Legenda:
Ibukota Kec./Kab. H] Jalan Tol (Rencana)
f Pembangkit Listrik (eks dan renc) sssss= Jalan Arteri Primer (Jalan Tol)
-4 Bandar Udara weJalan Arteri Primer (JAP)
& Pelabuhan Jalan Kolektor Primer (JKP)
= Bendungan ==== JKP-1 (Jalan Strategis Nasional/JSN)
% KEK -+=-=~ Jalur Kereta Api (eks dan renc)
&  Kaw. Industri (RIPIN) Sungai
B/E  KSPN/Prioritas (RIPARNAS) KPP migas
= KPI(MP3EI) KPP minerba

_: KSN Pacangsanak
_ L KSN TN Ujung Kkulon
Daerah Irigasi

Cakupan Administrasi WPS

Km
£

Pembangunan Pembangunan Pembangunan

Jalan Tol Ciawi - Waduk Acces Road

Sukabumi Matenggeng Matenggeng
Cilacap

Pembangunan
Waduk Leuwikeris

Pembangunan Infrastruktur
Permukiman Tersebar di
beberapa lokasi

a.Revitalisasi, perkuatan tebing sungai
Tipar/Bengawan, Sungai ljo dan anak
tebingnya

b.Normalisasi Alur Sungai Cibeureru, dan
Cihaur




10. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu
Yogyakarta-Solo-Semarang

TA 2015-2019

Semarang Urban

Drainage
s ey
--------------------- 4. o Pembangunan Jalan
Pembangunan Fly Over Kali Banteng o M Tol Semarang-Solo

(menuju Pelabuhan Tanjung Emas)

Pembangunan Infrastruktur

Permukiman Tersebar di
beberapa lokasi

Pembangunan Jalan Tol Batang-
Semarang

gl Pembangunan Perumahan
—= Tersebar di beberapa lokasi
Pembangunan Jaringan Air Baku
Semarsalat Kab Semarang dan
Kota Salatiga // SPAM Regional
| / Kartamantul
s )
a. Pembangunan Waduk Pasuruan £ o “G.‘Mefi;{l.;q‘ : 2] A Pembangunan Jalan
b. Pembangunan Sabo/DAM " s " gklik =, S Lingkar Kota
Pengendali Sedimen Magelang Yogyakarta
c. Pembangunan Diversion ¢ - AN 2
Channel Kali Putih Magelang & : K" S e ~—¥ A
of» . Surakarta
- =
| e
-
a. Pembangunan Sabo/DAM | g \
Pengendali Sedimen Sleman "‘ = — .| Pembangunan Penyediaan
b. Pembangunan Kantong Lahar ST e g s N Alr Baku SPAM Bantar
Kali Gendol Sleman < e s i i
c. Pembangunan Waduk Karang Ry O SR
Talun Sleman - 7, —

Dow b

[
ey
Pnet Perrtor et

P Jawn

Eromeio L



11. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu

Semarang-Surabaya TA 2015-2019
Pembangunan Fly Over Penyempurnaan SAB Pembangunan Jalan Tol Persiapan Pembangunan Pembangunan
Kali Banteng (Menuju Klambu Kudu Kab Demak, Semarang-Surabaya: Bendungan Kedung Warak Jalan Lingkar
Pelabuhan Tanjung 1| Grobogan, Semarang ; a. Bawen-Solo || Kab. Nganjuk (Mohoagung,
Emas)) . seom b. Solo-Ngawi Banyuwangi,

;7 £ = c. Ngawi-Kertosono, Lamongan)
*r : d. Kertosono-Mojokerto, Pembangunan
e. Mojokerto-Surabaya Waduk Gondang

Pembangunan Infrastruktur
Permukiman tersebar di
beberapa lokasi

Pembangunan Perumahan i
tersebar di beberapa lokasi P . N iy T s

RO TSRE

b Rt EE R

Revitalisasi Irigasi
Tambak WS Pemali Juana

Pengamanan Konstruksi
Bendung Simongan

wwwwwww

* Peningkatan Infrastruktur
drainase perkotaan 1

* Peningkatan Infratruktur
tempat pengolah sampah
terpadu/3R

‘‘‘‘‘‘‘‘‘

‘‘‘‘‘

* Peningkatan SPAM Regional ,
L 2 | ?‘é‘m
p——— i .| * Peningkatan Infrastruktur drainase perkotaan
| " |+ Peningkatan Infratruk lah
eningkatan Infratruktur tempat pengola
sampah terpadu/3R

* Peningkatan SPAM di kawasan MBR
* Peningkatan SPAM perdesaan

Penggantian Pembangunan Jalan
Jembatan Pembangunan Trenggalek-Dengok-
Grompol Fly Over Palur Ponorogo-Madiun




12. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang

Yogyakarta-Prigi-Blitar-Malang

TA 2015-2019

Pembangunan Rehabilitasi Muara sungai Peningkatan kapasitas, Pembangunan Bendungan
Jalan Lingkar dan Jetty di WS POS Bantul perkuatan tebing dan pintu Tueu. Barong dan Kampak Pembangunan Jalan Prigi - Pembangunan
Kota Yogyakarta klep Sungai Opak dan Trfnégalik 8 pak, Durenan Jalan Tol
anak sungainya Bantul Pandaan -
—I Malang
3oy —q__,.‘,__,T::;::M__*__‘js:'g:_‘_—’mq_- . T e s L re———— k24 / \
_— = N I .
B IRt
s ~
~ ; / |
S %
"\\/\ A % Karangpesdgm
“| Pembangunan Infrastruktur
i Perumahan Tersebar di
LG beberapa lokasi
yb‘\@,:
"'l'. N 2]
robu\\\\ g - K
o 2‘7(/ ot |Yulnfrastruktyur N R ™ Pembangunan
Yo - ? WTg‘k’agWiis M /| Bendungan
Hangasan S i LAY by N Kansaoga G .
: O X ) .,° N A N f\ B Lesti Ill, Kota
a : e X KOOI XX J e / grome WRCR I il o Malang
P 53K,V Bomtungin Gajehmunghic s L .
; o R T Agi 5 i
& 8 N ) . » 4
1 kuton ngc"i : G HonigsK ; “ e ¢ \ R To V Nﬂ
o gt i < "= Yo, . .
+ r X S 3 fosd " Bromo « Tengg eru dsk|
e - Sy mgarill. ¢ NN Y %
anta jatan Yogya dsk . -Gl ¢ 25 ¥ "; :
(Panarts KA oY% y
\ Wonosari , 0 o B0
N Kar Gunuig Kid i xk#;:::f“ Kota baru ”P‘r'lf,fﬁ : ¢ S
- | . 0199995 Ve %%
Peningkatan, . pul Galian. Marmer & 578" TN ‘\{ SISO ulungagung -
perkuatan tebing g TP X XX XK z p s
dan Pintu Klep pul Perkayuan Jati acitan d » Javal < < o, —
Sungai Progo dan \ P‘ > < ] i 4 .. ;
anak = anggut , y
sungainya N * ~*
Yogyakarta, - N -
Bantul \ -

Pembangunan Infrastruktur
Permukiman Tersebar di
beberapa lokasi

Pembangunan Waduk
Gari dan
embung/telaga di
Gunung Kidul

Pembangunan Bendungan

Pembangunan Jalan
Trenggalek — Dengok —
Ponorogo - Madiun

Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa
Timur (Talok — Wonorogo —
Ngrejo — Prigi — Panggul)

Kali Genteng |, Kab. Malang




13. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu

Malang-Surabaya-Bangkalan

Lower Solo River
Improvement Project Phase 2
Kab. Bojonegoro,

Lamongan, dan Gresik

Pengembangan dan
pengelolaan rusunawa,
Provinsi Jawa Timur

Pembangunan Jalan Lintas
Utara Madura (Bangkalan - Tj
Bumi-Ketapang-
Sotobar-Sumenep)

Pembangunan Jalan Tol :
a. Gempol-Pandaan
b. Pandaan-Malang
c. Gempol-Pasuruan

7°300°S
1

Bluluk

Sukorame

Sepulu__ -

R PR o T
e

Tanjungbumi

TA 2015-2019

Pembangunan Jalan Lingkar

(NN

{Mohoagung, Banyuwangi,
Lamongan)

T
7°00'S

Persiapan Pembangunan Waduk

S~

5
38 Subferribito
Pajerorgai”  ©

Trowyfl dsk
n

Rehabilitasi Pengendali
Lahar/Sedimen Gunung Kelud

.§K_|_§f
L A
/U

KI'Ngoro
~~

Pembangunan Bendungan
Lesti Il Kab. Malang

8'00°S
N

Persiapan Pembangunan
Bendungan Genteng | Kab.
Malang

8'300°S
1

@ Simpul Gas =
Simpul Perkayuan Jati

¢ \
‘Wi

Vc

Blega Kab. Bangkalan

Pembangunan Infrastruktur

Permukiman Tersebar di
beberapa lokasi

Pembangunan Perumahan

Tersebar di beberapa lokasi

T
7°300°S

Pengembangan dan revitalisasi

kawasan agropolitan, Provinsi
Jawa Timur

Pembangunan sarpras

8°00°S

pengelolaan air limbah
komunal, Provinsi Jawa Timur

Pembangunan Jalan Frontage

ol il
Vs ¥ad,
e K Sendangbiru N
== ) S AP
P .
ba, |

ism\?mo
=
S,/
pt
v /
{ A A )‘4',’

Sisi Barat A. Yani (Menanggal)

T
8'300°S




14. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang
Surabaya-Pasuruan-Banyuwangi

TA 2015-2019

— 7 Sumberati =
~o wanyar o3 o
Gongarg S dodmp N e, Pembangunan sarpras pengelolaan air limbah
cafhe 5 s, = = komunal, Provinsi Jawa Timur
er
Lower Solo River aatt S
Improvement Project o = R
Pengembangan dan revitalisasi kawasan
Phase 2 . . - )
i agropolitan, Provinsi Jawa Timur
| I =
Pembangunan Jalan @ . P
Lintas Utara i, : Pembangu.nan Infrastruktur Permukiman §
Madura (Bangkalan s Tersebar di beberapa lokasi &
- Tj Bumi-Ketapang-
Sotobar-Sumenep)  [™ Y : Kn
© _ Baweng 5 o - . °
® - Wonc?salem . i Pa: Pa
l“ - -
. =
Pengembangan dan
pengelolaan rusunawa, : ok 1
Provinsi Jawa Timur : g
h :
A sbars mewd >
/ Pakis \ 7 4 Sukosari
A o by o ’ i
Pembangunan Jalan Tol 5 — S bmeru Ko / , A.. n | £
G I-p 7+ s — A Surbegan Een-Baluran ds| ! g
empol-Pasuruan Vo w % Sukowono
y Randuggung ’I © Sumberjambe
Randig ¢
Wajok Sukod N !
_ﬂ--*m_‘h\ﬁ*'"‘ e ~ % ! Jk\w\ Nii’1~b(alisat jarin-P an dsk
v -~ serfe \ +{ i 27 TRy A ’.;I}‘NBa d
. X % ul 2 Mayang Soee P !
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Tersebar di | o S \"’?\“: Winginangun g ( K ¢
beb i )_/ Phsires - ‘uhKumv N N ) sio LN i \“\\\\
eberapa lokasi . P 1 * ! A &
oo ; < Mumbulsari b/ W
Repa +o Umbulsari Z Jenggawah ® w
f ol ® Bua ’ aya
N o b " S
Bantur Gulokas ~Kasiar” 5 . C = il \\‘;\%\
- l,.’ Mllhxnmgulu >
A Pembangunan Jalan
‘Wonore .
orogo Lingar
(Mohoagung,
2 Banyuwangi,
2.
o °Simpul Perkebunan Tembakau Lamongan)

Pembangunan Jalan
Situbondo-Garduatak-
Silapak-Ketapang-
Banyuwangi

" 2“3’0'0"E 113"(’)'0“E 113°3IO'O'E 114°0'0"E 114"3'0'0"E L_ l b




15. Sebaran Program Utama di WPS Konektivitas dan Pusat Pertumbuhan Wisata

Gilimanuk-Denpasar-Padang Bay

a.Pembangunan Jalan Mengwitani-Singaraja

b.Pembangunan Jalan Penulisan-Blandingan
c.Pembangunan Jalan Antosari-Bts Kota

Tabanan
"
s -
H "' b < agak (Laf Kol Wisnu)
E j\_'.“, jn3an - Femuteran dsk
o >
n - 1
- & 5 A 2
ulsrwvmviii s, '/-\__/-"’ z L h . Qo
B ’0, - N [o) LI Y V’\‘}/ '\J \;ra
’1’ ' Ca : Ry
o ‘ N
‘ : e
& KL 3
- " il R a \
# < SNEC T ¥
L &L 7 Jembrana
i | _KPi Jembrona
5

Hlleleng

y

T —

Pembangunan Waduk
Lambuk

Pembangunan Infrastruktur Permukiman
Tersebar di beberapa lokasi

3
=

X

fo

inkDanau Bapr dskOR
75 [

7

‘ AAgun N
‘jfuam - GUIHQAEM)V

Karangagem

Pembangunan Flyover Ngurah Rai
Pembangunan Jalan Denpasar-Tuban

Pembangunan Jalan Sp Ngurah Rai
Pembangunan Jalan Bebas Hambatan dalam kota

Canggu-Beringkit-Batuan-Purnama

o0 oo

Pembangunan perumahan
Tersebar di beberapa lokasi

Pembangunan Waduk

TA 2015-2019

a. Pembangunan
Waduk Telagawaja

b. Pembangunan
Waduk Sidan

lamben - Amed dsk

a. Pembangunan
Jalan Antasari-
Seririt

b. Pembangunan
Jalan Sp. Tohpati
- Pantai Siut

c. Pembangunan
Jalan Pantai -Siut
— Kusamba

SPAM Sarbagita

L

Pembangunan Jalan

P Nusa Penida

Telagawaja




16. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Wisata dan Hinterland
Tanjung-Mataram-Mandalika TA 2015-2019

Pembangunan Jalan Mendukung KSN Pembangunan Bendungan Meninting

Pembangunan Permukiman Rinjani Lombok Barat
Tersebar di beberapa lokasi

I

lgembangan Wisata
Pembangunan Perumahan Gili
Tersebar di beberapa lokasi

N

Pembangunan Jalan Pemenang-
Tanjung-Bayan-Sanbella-Lb. Lombok _l

[~

| Pembangunan Jalan Meninting I—

Pembangunan Bendungan Mujur
Lombok Tengah

Pemenang' "«

PLTG/MG Lombok Peal

Pembangunan Embung Rakyat 50 di
WS Lombok Tersebar

Pembangunan Pengaman Pantai Batu
| Nampar Lombok Timur

g _n
i/

k APBN, PLTU §

PLTU Lom!

PLTU Jeranjang

<
Legenda :
Pembangunan Pengaman Pantai * Toukota ke Kab. L RSN TN Rinjan
. #  Pembangkit Listrik (eks. dan renc.) | Daerah Irigasi
Bintaro/Ampenan Kota Mataram 4 Bandar Udara 353 KpP minorba
N = Bendungan Cakupan Administrasi WPS
& Pelabuhan
Y KEK
2 Kaw. Industri (RIPIN)

B/ KSPN/Prioritas (RIPARNAS)

M Simpul Mutiara = KPI(MP3E])

e
. === Jalan Arteri Primer (Jalan Tol)
N._B_‘#L SImpu' Rumput La Ut Qﬁ mmm—Jalan Arteri Primer (JAP)
. ) simpul Jagung Pembangunan Jalan Akses BIL (Gerung- Jalan Kolektor Primer (JKP-1) ’ 2
27 \'-;--“ . = e + Patung Sapi_Gadjah Mada) ==== JKP-1 (Jalan Strategis NasionallJSN) A S
impul Tembakau ==2= Jalan Tol (renc)
=== Jalur Kereta Api (eks. dan renc.) R

- Simpul Perikanan Sungai

T
118°0'0°E




17. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Wisata dan Hinterland
Sumbawa Besar-Dompu-Bima

TA 2015-2019

Pembangunan Jalan Bangau-
Dompu-Ramba-Lb. Bajo

Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Tersebar di beberapa lokasi

Pembangunan Jalan

Penyaring-Labu Sawo dan
Moyo-Sebewe (Samota)

Lombok (FTPZ)

elia
|PLIU Lambok 2

- . i 33
&.,ﬁ ) Pel. Bada, A :
":! e, ra \'b" . el Y4 ar B a
i b ’ e
FPLTI Kukusan Pel. Labuhan Lombok < — \ ; i ) a Bima
oS K. \ j " + folE,
- ; mpo £ 0 .
a.Pembangunan g I, T & Donghu Wi L]’ irad Salafi _dm’” -.33
Bendungan Bintangbano ES::MWH e i = ‘ 1. : ;‘, b / B I I
Sumbawa P Besar . . e -
b.Pembangunan Ny o " .é;}"'
Bendungan Krekeh st {— . < '
o ] o .
Sumbawa Z - %
Pembangunan Jalan Lintas  [o4:a .
Se!atan Sumbawa (Benete- % A : Pembangunan Jalan Sp. Banggo-
Sejorong-Lunyuk-Ropang- § L Pl Sp. Kempo-Doropati-Lb. Kenanga-
Sekokat-Plampang) ) Kawindatoi-Sp. Kore
Pembangunan Jalan i
Benete-Sejorong-Lunyuk
Pembangunan Jalan
Pembangunan Perumahan Mendukng Kawasan
Tersebar di beberapa lokasi Tambora(Sp, Banggo-Sp.

P10 Sumbawn Barat (FTP2)

Tambora dsk

T
Tt Bima _mwaﬁ%
fay

Kempo-Doropati-Lb.
Kenanga-Kawindatoi-Sp.

Legenda : Kore)
Ibukota Kec./Kab. === Jalan Arteri Primer (Jalan Tol) Daerah Irigasi
% Pembangkit Listrik (eks dan renc ) ™= Jalan Arteri Primer (JAP) &\& KPP minerba a.Pembangunan ) bolaka/Wai b
Jalan Kolektor Pri JKP Bendungan Tanju dan
+ BendarUdara alan Koleltor Primer (JKP-1) Adm. KabiKota WPS Bendungan Mila untuk
= Bendungan === JKP-1 (Jalan Strategis Nasional/JSN) i i
" N Batimetri a. Pembangunan Jalan Rababaka Kompleks LTt Lok Ao
4 Pelabuhan ====22= Jalan Tol (renc.) 0-500m Dompu-Huu Bempu - Manaia
Y KEK -+--= Jalur Kereta Api (eks. dan renc.) 500 - 1000 m b. Pembangunan Jalan b.Pembangunan Jaringan dotcodi !
) ) U Irigasi DI Rababaka
2  Kaw. Industri (RIPIN) Sungai 1000 - 3000 m Lunyuk-Ropang- .
LT ) Sekokat-Toro-Sp Kompleks di Kab Dompu
KSPN (RIPARNAS) L . I KSN KAPET Bima 3000 - 5000 m ) 5 . Dompu
7N o ompu-Dompu
= KPI(MP3EI Simpul Peternakan O Km
(MP3EI) N 2iMp >5000m 036 12 18 24




18. Sebaran Program Utama di WPS Pertumbuhan Baru
Waingapu-Labuan Bajo-Ende-Maumere TA 2015-2019

Pembangunan Jalan Lintas Utara
Pulau Flores (Ngorang-Kondo-Reo-
Riung-Megapanda-Maumere)

Tawali )
@ . = Broloji

o
b E s
¥ A ol buan Bajo b
Terang - Bari - A Y o oy e £ ¢
Kedindi y Mangd®remaara. - - i & Arono waumarsg
R. . Werar & { PLTY Mamncmi.
P N it
M : a R \ Endg 4 "~
A %Sanu Nggoang <7 4 3 / - S, 74
i . \ Wahe 7 o aho B ! M:ﬂ(ﬁg . v, | 3
. . - . = FIP2) F;}quk 34 "“b o ; .
5 e T v

900°S

Pembangunan Bendung dan
Jaringan Irigasi DI Satar Beleng

Kab Manggarai Timur

Pembangunan Perumahan

Tersebar di beberapa

lokasi I

Pembangunan Pembangunan Waduk Jawa Tiwa
\ ) Infrastruktur Permukiman Kab (Multi Years) Nagekeo
Sumba Barat DSy& .
WLWW%‘MM G Tersebar di beberapa
Bondokodi / |O ka Si
- Simpul Peternakan
- (kuda) im—  Simpul Jambu Mete
Simpul Peternakan
PLTM Praikalala kr Simpul Perikanan
R o (kerbau) L P
Pembangunan Jalan Ll Simpul Kopi Simpul Vanili
Waingapu-Melolo- i’k kp P P va P | £
B Kananggar 2
Baing (P. Sumba) S Legenda :
Ibukota Kee./Kab === Jalan Arteri Primer (Jalan Tol) Daerah Irigasi
¥ Pembangkit Listrik (eks. dan renc.) ™= Jalan Arteri Primer (JAP) KPP minerba
Jalan Kolektor Primer (JKP-1) Cakupan Administrasi WPS

4 Bandar Udara

Nagongi
= Bendungan === JKP-1 (Jalan Strategis Nasional/JSN)

& Pelabuhan EEEE! Jalan Tol (renc.)
i - ' u
Pembangunan Bendung dan Jaringan = % KeK === Jalur Kereta Api(eks. dan renc.)
& Kaw. Industri (RIPIN) Sungai A
.~ "' KSN KAPET Mbay —

B/K  KSPN/Prioritas (RIPARNAS)
= KPI(MP3EI) .

Irigasi D.I. Mbaing Kab. Sumba Timur
' KSN TN Komodo

T
122°00°E

T T T
NGOTE 120°00°E 121°00°€



19. Sebaran Program Utama di WPS Pertumbuhan Baru dan Perbatasan

Kupang-Atambua

Legend:s
Ibuk

Pembangunan Jalan
Sp. Amol - Manamas |, ;.Jdl

Pembangunan Jalan
Manamas - Wini

- Bandar Udara
= Bendungan

Pengembangan Instalasi

Pengolahan Air Limbah

(IPAL) Kec. Insana Utara,
Bikomi Utara, Bikomi Nulilat

$ Pembangkit Listrik (eks. dan renc.) === jalan Artri Primer (Jalan Tol)

Sungai
(RIPARNAS) Daerah Ifigasi

e Jalan Artpri Primer (JAP)

e Jalan Kolektor Primer (JKP-1)
=== JKP-1 (Jplan Strategis JSN)
————— Jalan Strptegis Nasional (renc.)

022585 9

TA 2015-2019

Pembangunan Jalan
Lakafehan — Keliting — Wini -
Sakato

Km
85 18

Pengembangan Instalasi

Pengolahan Air Limbah
(IPAL) PKSN Kefamenanu

Pembangunan Jalan
Poros Tengah

Kupang — Timor
Tengah Utara
(Oilmasi — Sulamo)

Pembangunan
Waduk Kolhua (Kota
Kupang)

Pembangunan Jalan
Strategis dan Akses
Perbatasan Ruas Sp. |
Tablalong — Oelalus -
Oepaha

10°00°S,

Bantuan stimulan

Pengembangan Instalasi
Pengolahan Air Limbah (IPAL) PKSN
Atambua

Pengembangan Instalasi Pengolahan
Air Limbah (IPAL) Kec. Haekesak dan
Tasifeto Timur

Pembangunan Jalan
Perbatasan NTT — Timor

\

Leste (Laktutus —

Pembangunan Perumahan
Tersebar di beberapa lokasi

pembangunan/peni
ngkatan kualitas
rumah swadaya

layak huni

beberapa lokasi

Pembangunan Infrastruktur
Permukiman Tersebar di

Pembangunan Jalan

< )N Strategis dan Akses

Perbatasan Ruas Oepaha —
Buraen — Teres - Rirum

) Malaka .=~
i '?giun 9/
p/
| e v
) gah i
L ¢ Selatan 17 o
) (24
Kupang : ‘
—
L4
z S
’}
Pembangunan Pembangunan Bendung Pembangunan
Waduk Raknamo Linamnutu D.l. Bena Waduk Temef (Kab.
(Kab. Kupang) 1 (Kab. TTS) Timor Tengah —
Selatan)

Fatubesi — Dafala —
Wedomu)

Baliby e——— -
° [ \Turiskain Jtafene

9°0'0"S

L0

s

A
s

4 Pengembangan Tempat
B2 pemrosesan Akhir (TPA): Kec.

Pel A ,;leiw
Kec, 7
)
<
A
S 5
(AP
1
b
L(/ lu a\"
§ A»J\a
1

Tasifeto Barat dan Kec. Kakuluk
Mesak

Pengembangan Tempat
Pemrosesan Akhir (TPA) Kec.
Malaka Tengah

Pengembangan Instalasi
Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Kec. Wemasa, Kobalima Timur

Pengembangan dan
peningkatan SPAM Jaringan
Perpipaan: Kec. Wemasa

4 (d [
an "
-
" g 1
- -

Pembangunan Waduk
Rotiklod

Pembangunan Jalan Sp.
Nurobo — Sp. Umasuker

Pembangunan Jalan
Strategis dan Akses

Perbatasan Ruas kapan
— Nenas - Sutual

Pembangunan Jalan
Strategis dan Akses

Perbatasan Ruas Soe -
Kapan

Pembangunan Jalan Lintas

Selatan Pulau Timor (Batuputih-

Panite-Oinlausi-Boking-
Motamasin)




20. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang
Ketapang — Pontianak — Singkawang — Sambas TA 2015-2019

p b Jalan Tn.Hi Infrastruktur Kawasan Permukiman
embangunan Jalan In. itam Perdesaan

- Sp.Bantanan - Galing - Aruk

Infrastruktur Tempat Pemrosesan
Akhir Sampah

Pembangunan Jalan Tebas -
Sentebang - Tn.Hitam — Jeruju
- Liku - Merbau - Temajok

Pembangunan Jalan Baru
Rasau - Sepalau 2 (Rasau-
Badau) "02"

Pembangunan Jalan Baru
Rasau - Sepalau 1 (Rasau-
Badau) "A1"

a. Pembangunan Jalan
Akses Jembatan Tayan

b. Pembangunan Jalan Baru
Bts.Kota Sanggau -
Sekadau (Relokasi)

c. Pembangunan Jembatan
Tayan

Pembangunan Bendungan
Segedong

Pembangunan Jalan Lingkar
Luar Pontianak

Pembangunan Jalan
Perbatasan Ruas Teberau -
Bts. Kec. Siding - Bts. Kab.
Sanggau — Bts. Kec. Sekayam -
Bts. Kab. Sintang

Pembangunan Jembatan
Kapuas Il

Pembangunan Outer Ring Canal
Kota Metropolitan Pontianak

Pembangunan Jalan Ketapang
l_ - Siduk - Sukadana - Teluk
Batang

Pembangunan Jalan Siduk -
Sei Keli - Nangatayap

Pembangunan Prasarana
Pengambilan dan Saluran
Pembawa Air Baku Kota

Pembangunan Perumahan

tersebar di beberapa lokasi Ketapang
Pembangunan Infrastruktur \\ Infrastrgktur Kawasan
Permukiman tersebar di beberapa lokasi ot S Permukiman Perkotaan

' . . . ) . . Infrastruktur Drainase
= Simpul Kelapa Sawit = Simpul Bahan Galian Bauksit . = Simpul Perkayuan Mahoni
Perkotaan




21. Sebaran Program Utama di WPS Pertumbuhan Baru dan Perbatasan
Temajuk — Sebatik

| Lanjutan
= Simpul Perkayuan Pembangunan
. Fasilitas dan
Mahoni
y Penggenangan
Embung Sebatik
Pembangu.nan Perumahan. ( M3/Det)
tersebar di beberapa lokasi Kabupaten
I Nunukan
Pembangunan
Infrastruktur
Permukiman tersebar di
beberapa lokasi
[ Sarana dan
Pembangunan Jalan Prasarana
Perbatasan Ruas Temajuk o - Lingkungan
- Gunung Kukud - Simpang “Malinau \___< Permukiman
Tanjung / |
Infrastruktur Kawasan
[
Pembangunan Jalan Permukiman
Tn.Hitam - Sp.Bantanan - Perdesaan
Galing - Aruk [
Pembangunan

rumah khusus
daerah perbatasan
230 KK di Kec Krayan

Serikin

Selatan dan 845 KK

)joi Babang a ~ &S
§ > - di Kec Lumbis Ogong

Y / 7
< Mahahrﬁ Hulu
’ \ Long Pahanga
} q et

Pembangunan Jalan Tebas
- Sentebang - Tn.Hitam —
Jeruju - Liku - Merbau -
Temajok

Loncasmm

P Spam Di Kawasan

| 4 MBR

Pembangunan Jalan Baru
Teberau - Bts. Kec. Siding/
Seluas 1 (Batas Kab.
Sanggau - Batas Kab.
Sambas) "A1“ (3,5 km)

Infrastruktur Air
Limbah

4

|
1
T
v
Infrastruktur Kawasan
Permukiman Perdesaan

Sintang L - "/5/

i)
T
~ :/
Y
\
¥

Pembangunan Jalan Akses S 4

~
~

Jembatan Tayan (3,5 km) ‘1
i
|
i
Tl

Pembangunan Jalan Baru Y S/

Teberau - Bts. Kec. Siding/ o~ Sikadana = L Pembangunan . Pembangunan
Seluas 1 (Batas Kab. Pembangunan Pembangunan Jalan Baru Embung di Embung di o7 e
Sanggau - Batas Kab. Jalan Baru Rasau Bts. Kec. Sekayan - Kabupaten Sintang Kabupaten
Sambas) "A1* (3,5 km) - Sepalau 1 Entikong/ Bts. Kab.Sintang (Tahap 1) Melawi (Tahap I1)
(Rasau-Badau) - Sanggau "02“ (4,4 km)
"A1“ (4,4 km)
DD Bendungan Pembangunan Jalan Baru
Segedong Kab. Bts.Kota Sanggau -
Pontianak Sekadau (Relokasi) (2 km)

Pembangunan
Bendungan
Kapuas Hulu




22. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang
Palangkaraya — Banjarmasin — Batulicin

TA 2015-2019

Pembangunan Jembatann [ Lj a.Infrastruktur Air Limbah Kab Tanah
Maluenn Kab. Kapuas o Bumbu
P P ) b.Infrastruktur Drainase Perkotaan Kab.
H e Wx it 1 Tanah Bumbu
S N ‘“\"*"h: = c. Pembangunan SPAM Kawasan MBR Kab.
a.Infrastruktur Air Limbah ™ i N Tanah Bumbu
diKabupaten Kapuas B N At T d.Pembangunan SPAM IKK di Kabupaten
b.SPAM Perdesaan Kab. Kapuas ’ s Tanah Bumbu
£ e
- & _,5 ‘I‘, ¥
- L \\k\‘\ & Bondungan
’ Y & / . = Pembangunan Jalan Lingkar dalam
a. Infrastruktur Kawasan — e M L/ s Batulicin
Perkotaan Kota Palangkaraya gy AL J- o™ : B Y i
b.Infrastruktur Air Limbah Kota R i (A :"A( s
Palangkaraya Y ,' / ) g - ) )
¢. Infrastruktur Drainase - o’ 4 " S Pembangunan Penyediaan Air Baku Kab.
Perkotaan kota Palangakaraya < S v X? Kota Baru
d.SPAM di Kawasan MBR Kota . 0 A (L'*} Y Lo l;> .
Palangkaraya g : I LB Laa A &67
7' s < E— - \ém\ Pembangunan Jalan akses Kawasan Industri
g, o — f’/f Batulicin ke Pelabuhan Batulicin
T 7 Pargalt i i
T 4 ,
Pembangunan Jalan Palangkaraya- 4 } 2 . >4
Bukittliti-Bkt.Batu-Buntok-Ampah I Pembangunan Jalan Kandangan - Hampang-
3 < J % Batu Licin
i 7 ksado sk .
Pembangunan SPAM Banjar Bakula i 1 i L Pembangunan Perumahan tersebar di
8 ,. . = beberapa lokasi
LR ,

e a. Infrastruktur Kawasan Permukiman
a.Pembangunan Embung Tala y e Perkotaan Kab. Kotabaru
b.Pembangunan Air Baku Banjar b.Infrastruktur Air Limbah Kab Kota Baru

Bakula g c. Pembangunan SPAM di Kabupaten
\ ) £ E Kotabaru
1 d.Pembangunan SPAM IKK di Kabupaten
a. Pembangunan Jalan Akses Kotabaru
Pelabuhan Trisakti (Pelabuhan . . | ©Pembangunan SPAM diKab. Kotabaru
Trisakti - Liang Anggang) = : ’ ¥ % | f.Spam Perdesaan Kab. Kotabaru
b. Pembangunan Jembatan Sei
Basirih : Pembangunan Pengaman Pantai Rindu
c. Pembangunan Fly Over Gatot . = Simpul Batubara +. Alam
Subroto ;
‘ = Simpul Besi Baja Pembangunan Infrastruktur Permukiman
Pembangunan Jalan akses menuju G|l s tersebar di beberapa lokasi
Pelabuhan Pelaihari di Kabupaten ‘ = Simpul Sawit dan Karet, T‘
Tanah Laut -e_A;..v.. 4 Pembangunan Jembatan Penghubung
natee nwove “ Pulau Laut




23. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu

Balikpapan — Samarinda — Maloy

‘ = Simpul Batubara

= Simpul Sawit dan Karet

O = Kotamadya

O = |bukota Kabupaten

=== - Jalan Nasional

| &
Infrastruktur Kawasan Permukiman £
Perdesaan di Kab Kutai Kartanegara
|’ > Sendawar 2

Pembangunan Bendung Sidomukti

TA 2015-2019

Pembangunan Jalan Akses Maloy
I
SPAM MBR dan SPAM IKK di Kutai

ans Kalimantan (MBTK)

nggata——— | Perkotaan di Kota Balikpapan,

Kab. Kukar

[

Pembangunan Jalan Lingkar

Samarinda

Pembangunan Jembatan Pulau
Balang Il (MYC) di Kota Balikpapan

Pembangunan Perumahan

tersebar di beberapa lokasi

Kartanegara, Samarinda, dan Kutai
Timur
S 1l

Pembangunan Jalan Sangkulirang-
Taliyasan-Guntur-Tanjung Redep

o Infrastruktur Kawasan Permukiman

Samarinda, dan Bontang

Infrastruktur Air Limbah di Kota
Balikpapan dan Samarinda

Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-
Samarinda

Pembangunan Bendali V Banjir

Papan Lestari Sepinggan Kota

Balikpapan

b.  Lanjutan Pembangunan
Bendungan Teritip Kota
Balikpapan

c.  Pembangunan Embung Wain 2
dan 3 kota Balikpapan (2
Bh/30.000 m3)

d. Pembangunan Check Dam DTA

Bendali Il Kota Balikpapan

Pembangunan Infrastruktur Permukiman tersebar di
beberapa lokasi




24. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang

Bitung — Manado — Amurang — Kotamobagu

Pembangunan Jalan By Pass
Manado

Pembangunan Bendungan Kuwil

‘ <
Bunaken dsk

TA 2015-2019

Pembangunan Infrastruktur

]

Pembangunan Jalan Tol Manado-

Bitung

Pengamanan Pantai Amurang

Pembangunan Bendungan Lolak
Kab Bolaang Mongondow

Permukiman Tersebar di
beberapa lokasi

Pembangunan Perumahan
tersebar di beberapa lokasi

Revitalisasi Danau Tondano Kab.
Minahasa Utara

Perkuatan Tebing dan Tanggul
Banjr Sungai Tondano Manado

Legenda:
Ibukota Kec./Kab. ===22: Jalan Tol (Rencana) Daerah Irigasi

¥ Pembangkit Listrik (eks dan renc) sessss= Jalan Arteri Primer (Jalan Tol) - Cakupan Administrasi WPS
<4 Bandar Udara wes Jalan Arteri Primer (JAP)

@ Pelabuhan Jalan Kolektor Primer (JKP)

= Bendungan === JKP-1 (Jalan Strategis Nasional/JSN)

% KEK -+-=- Jalur Kereta Api (Rencana) v

a2 Kaw. Industri (RIPIN) Sungai A
©/m  KSPN/Prioritas (RIPARNAS) KSN KAPET Manado Bitung ST e
A Gunung KSN DAS Tondano

Simpul Perkebunan Kelapa - Simpul Perikanan



25. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang
Gorontalo — Kotamobagu

TA 2015-2019

Pembangunan Bendungan

Pilohaynga

Revitalisasi Danan Limboto [

Pembangunan Jalan

Pembangunan Infrastruktur
| Permukiman Tersebar di
beberapa lokasi

Gorontalo Outer Ring Road

Pembangunan Jalan Lintas
Timur (Pentadu-Bilato-

fooN

Biluhu Barat-Gorontalo)

Pembangunan Jalan
Penghubung Gorontalo-
Manado)

Pembangunan Perumahan
tersebar di beberapa lokasi

Pengamanan Pantai Leato

Kota gorontalo

K "~
’ - enlE e -
b 2y X — ] s ety i
. v ;08 5 : e & [ z
" > ¢ =3
Pengamana_n Pantai Biluhu X ; J ok y Boi g | 1 2
barat dan Timur ng Bolango - -, s z
Gorom ., ‘./ eI K e
v 3 S ;
. . ., 2 M W A
N B >
Pembangunan Wadukk SO PONS e o
Bonehulu Sieg

°Simpul Pertanian Jagung

Perintis

Revitalisasi Danau

Pembangunan Waduk
Kayu Merah

Pengendalian Banir
Sunga Bane bolango

Pembangunan Waduk
Dumbaya Bulan

100N

Legenda:
Ibukota Kec./Kab. 2222 Jalan Tol {Rencana) Daerah Irigasi
 Pembangkit Listrik (eks dan renc) === lalan Arteri Primer {Jalan Tol) Gakupan S
4 Bandar Udara w—Jalan Arteri Primer [JAP)
E4 © pemonn —— Jalan Kolektor Primer (JKP} L2
i “~  Bendungan === JKP-1 (Jalen Strategis NagicnallJSN} i
+ KEK — ==~ Jalur Kereta Api [Rencana) v
3 Kaw. Industri (RIPIN) Sungai A
mfo KSPN(Prioritas {RIPARNAS) KPP migas nne e
= KPI{MP3EN 70 KPP minerba
127300 125 00°E ! 125 300°E 124D 1247300



26. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Baru

Palu — Banggai TA 2015-2019

Pembangunan Perumahan
tersebar di beberapa lokasi

Pembangunan Infrastruktur
Permukiman tersebar di
beberapa lokasi

3
Do) :
’ i
Ml
er - = Pembangunan DI
a. Pembangunan e Binsil
Jalan Palu-
Parigi
b. Pembangunan = g
Flyover - ‘ -y s :
Pantoloan — A e o= M?;s*“,...
- i . I Teku
c. Pembangunan Sy s 15Ch oy ST LS 5
Jalan Lingkar ; % g - - . PR 4
Kota Palu Parigi - i ‘ s
. mpana _ JEest 0 Y
K : X J K, ¢ P - a/Luwtik
Rusunawa KEK ) Beos T > A g ) King
L L ; % e gg4| |
Palu 2 TB { ; :
It Jn L U Pembangunan
25 Po I vl sl e Loy Jalan Luwuk-Batul-
58 [ J v by
” P KasigunauPosy N . oy - N . MO”OI’\g-Rata-
TPA Regional g e ¥ ) Baturube
Kota Palu . S - ' ’
4 ] Mansalean
Teizna ,1 o~
-} A N
& :! 5, m‘ & Legenda:
A Y + Ibukota Kec./Kab ===== Jalan Tol {Rencana) KSN KAPET Palapas
a.Pemba ngunan ”‘ S AN ¢ Pembangkit Listrik {sks dan renc) s Jalan Arteri Primer {Jalan Tol) L KSN Poso dsk
DI Meko \ \! b 7 Toygea 4 Bandar Udara m— Jalan Arteri Primer {JAP) 77\ KN Balingara
W 4 ,’ { i Pelabuhan Jalan Kolekter Primer (JKP) Daerah Irigasi
b.Pemba ngunan ‘\ \ ‘i Betsl A = Bendungan === JKP-1 {Jalan Strategis NasionallJSN} Gakupan Administrasi WPS
Tanggul Sungai AN S T % KEK ===t Jaur Kereta Api (Rensana) .
G, S r = Kaw. Industri (RIPIN) Sungai k
Puna ‘ _1 -t A D KSPN/Prioritas (RIPARNAS) | KPP migas ——
s N T = KPIWP3EN KPP minersa
£ ¢ Tl |
121°30'0"E 123°0'0"E

SPAM IKK
Tangkuran

Simpul Perkebunan Cokelat

Simpul Perkebunan Cokelat




27. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Baru

Mamuju — Makale — Palopo — Kendari — Bau Bau — Wangi Wangi

Pembangunan
Infrastruktur

7

o

il &

Permukiman tersebar di Y
Pembangunan
beberapa lokasi Pembangunan Perumahan Embung Air Baku
tersebar di beberapa lokasi | .
,| diKab. Luwu
Pembangunan :
g LUWU UT) " 1 ™= Utara (7 buah)
Jalan Akses E -y toy, Oniai -(i R A ~ - Luwu Utara
7 ) © ako ~
Pelabuhan F e \ ‘ =G » N Ao
£ ® Y, 3o Limbong )(’ a/Masam % m& 2 > S \ s
Belang-Belang T N P 52 2 = - Tmma . Dy
MAMUJU o / - i o Ty Pembangunan
Nl 4 & ) i 4 T .
. Amsssangin - anggul Sungai
Pembangunan e TR @ .- — « g8 ; g
oY } onaweha
Jalan Akses , A K 0 . 4 K
i totayoMakaieNand . T raged ¢ Sl onawe
Bandara Tampa et e % ndobo | &
+ } ™
Padang A S oo i, °
S KOl UTARK ™ .
4 Lwu A \ VAC S
2 f \ S, 2 e
Pembangunan N i > ve Pembangunan
gy Gifhtots )
3 o ) ‘3%
Jalan Salubatu - R i L Bendungan
- K
Tibo - Kalumpan o X —— Pelosika di
g N
Kalola /7
- = Kabupaten
Bts Sulsel (Tanah
Toraja) g Konawe
: Pembangunan
Pembangunan \. :
[ Okooke] A Berumgd Jalan Akses
Jalan Salubatu - gt 5 e Pendukun
. £ ~Lhinbe O uKku
Mambi - Malabo - : 37 3 = iz 7 g .
i S I ! y Kawasan Industri
Mamasa - ' N el Konawe
i oY, w
Tandung
= b
ute
Pembangunan : A= Pembangunan
. : ‘ Jalan Tinanggea-
Jalan Polewali - - Al g8
bR angga-
Tabone - Malabo W& g8
PP odingan *** - Dot Punggaluku-
N enflingan Z‘,’QZL’“ "}}"‘“ (’D jKgbaena _Malp} A b .
Legonda; Pembangunan 24 e
fole
Ibukota Kec./Kab. Jalan Tol (Rencana) KSN KAPET Bank Sejahtera g . 5
¢ Pembangkit Listrik (eks dan renc) =sss== Jalan Arteri Primer (Jalan Tol) :_-_-_: KSN Toraja dsk Pengaman Pantai Pembangunan
- Bandar Udara = Jalan Arteri Primer (JAP) KSN Soroako Baharl Buton Jalan TampO_Raha
@® Pelabuhan Jalan Kolektor Primer (JKP) :_____', KSN Rawa Aopa - Watumohai .(/B .
= Bendungan === JKP-1 (Jalan Strategis Nasional/JSN) Daerah Irigasi '
*  KEK - =~ Jalur Kereta Api (Rencana) Cakupan Administasiwf  Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan
2 Kaw. Industri (RIPIN) Sungai g Bendungan Ladongi [ | Jalan Lingkar Kota Jembatan Teluk Jalan Raha -
B/ KSPN/Prioritas (RIPARNAS) KPP migas A dl Kab Kolaka Kendari Kendari Wakuru _ Wara
= KPI (MP3EI) KPP minerba o

= T



28. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu
Makassar — Pare Pare — Mamuju

o

a. Pembangunan Jalan Akses Bandara

TA 2015-2019

Tampa Padang

b. Pembangunan Jalan Salubatu-
Mambi-Malabo-Mamasa-
Tandungfa

c. Pembangunan Jalan Salubatu - Tibo

a.Pembuatan Pengendalian Banjir Sungai
Lumu Kab Mamuju

b.Pembuatan Pengendalian Banjir
Sungai Kalukku, Kab Mamuju

c.Pembuatan Pengendalian Banjir Sungai
Papalang Kab Mamuju

- Kalumpang - Bts Sulsel (Tanah
Toraja) »
2 G
d. Pembangunan Jalan Akses b @?’{&;"
S
Pelabuhan Belang-Belang e
e. Pembangunan Jalan Polewali- L ;-
Tabone-Malabo Y SANGS e Ll N
s
Soapt g
a. Pembangunan Flyover Akses )
Bandara Internasional Sultan
Hasanuddin
b. Pembangunan Jalan bypass
Maminsata

c. Pembangunan Trans Sulawesi
Mamminasata (Middle Ring Road)

d. Pembangunan Under Pass A.P.
Pettarani

oS

Pembangunan Infrastruktur
Permukiman tersebar di
beberapa lokasi

5005

a.Pembuatan Pengendalian Banjir Sungai
Deking Kab Majene

b.Pembuatan Pengendalian Banjir
Sungai Palattoang Kab Majene

c.Pembuatan Pengendalian Banjir Sungai
Mandar Kab Polman

Pembangunan Perumahan
tersebar di beberapa lokasi

a.Pembangunan Bendungan Karalloe
Gowa

b.Pembangunan Waduk Pamukulu
Takalar

c.Pembangunan Waduk Pasellorang
Gowa

d.Pembangunan Bendungan Jenelata
Gowa

T T
HETE NG UE 120%00E

T
121°00°E

L-30 30




29. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang

Ternate — Sofifi — Daruba

a. Pembangunan Pengaman
Pantai Jailolo Tahap |

b. Pembangunan Bendung dan
DI Halmahera Barat

ar Malamo/Galela

Al

) " 3
«© 294

e
al Kl Haltim

\H\,S

SPAM Khusus Pulau Morotai

Pembangunan Jalan Daruba-
Wayabula-Sopi-Barebare

Legenda

(® Ibukota Kabupaten

{

% Pembangkit Listrik
-‘4 Bandar Udara

"= Bendungan

@ Pelabuhan

Y KEK
& Kaw. Industri (RIPIN)
KSPN (RIPARNAS)

=== Jalan Arteri Primer (JAP)

@ Jalan Kolektor Primer (JKP)
= = = JKP-1 (Belum Tersambung)
=== JKP-1 (Jalan Strategis Nasional)

Sungai
- WPS Ternate Morotai

- Daerah Irigasi

Pembangunan Jalan Lingkar
Halmahera Bagian Utara (Sidangoli-
Jailolo- Goal-Kedi-Galela)

SPAM Ternate

Rusunawa di Sofifi, Ternate, Buli

BATIMETRI
0-500m
500 - 1000 m
I 1000 - 3000 m
I 3000 - 5000 m
I > 5000 m

Pembangunan Infrastruktur
Permukiman tersebar di
beberapa lokasi

U

A

0510 20 30 40

Pembangunan Perumahan
tersebar di beberapa lokasi

TA 2015-2019




30. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang

Ambon — Masohi

Pembangunan Infrastruktur
Permukiman tersebar di
beberapa lokasi

Il

Pembangunan Perumahan
tersebar di beberapa lokasi

Legenda Siingai
(® Ioukota Kabupaten I Adm. WPS Ambon Seram
% Pembangkit Listrik [T Daerah Irigasi
< Bandar Udara BATIMETRI
"= Bendungan 0-500 m
@ 500 - 1000 m
Pelabuhan I 1000 - 5000 m
Y KEK I 3000 - 5000 m
& Kaw. Industri (RIPIN) I > 5000 m
KSPN (RIPARNAS)
=== Jalan Arteri Primer (JAP) o
s Jalan Kolektor Primer (JKP)
= = = JKP-1 (Belum Tersambung) 0510 20 30 40
=== JKP-1 (Jalan Strategis Nasional) N E—mmm Kilometers

ram

»

a.Pembangunan Jalan Trans Maluku ruas
Lingkar Barat Pulau Seram (Kairatu-Piru-
Traniwei-Lisabota-Saleman)

b.Pembangunan Jalan Trans Maluku ruas
Lingkar Pulau Ambon (Laha-Alang-
Wukasibu-Asilulu-Kaitetu-Hitu-Morela-Liang)

Waduk Way Apu

(N

a.Pembangunan Jalan Trans Maluku
ruas Lingkar Barat Pulau Seram
(Haya-Tehoru-Warin-Kotabaru-
Airnanang

b.Pembangunan Jalan Trans Maluku
ruas Lingkar Timur Pulau
Seram(Airnanang-Musiwang-
Waru-Bula)

TA 2015-2019

(&)Walgema—~

Weringma

Pembangunan Waduk Way
Sapalewa




31. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Baru
Sorong — Manokwari TA 2015-2019

. Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan

. Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan p b p h
. Infrastruktur Drainase Perkotaan embangunan Ferumahan

. Infrastruktur TPA P tersebar di beberapa lokasi

. SPAM MBR : - [
- Pengamanan Pantai Sausapor

™ QO 0 T W

Pemb.angunan Pe.ngaman. % Kab. Tambrauw
Pantai Pulau Fani Kab. Raja
Ampat 78

an |

a.Infrastruktur Kawasan
Permukiman Perkotaan

Pembangunan Embung di
Kabupaten Raja Ampat

(tersebar) b.SPAM MBR
i ) = jOpmarai
Pembangunan Jalan - % & a. Pembangunan Jalan
Lingkar Raja Ampat N e 4 Saukorem-Sausafor
- ) B K b.  Pembangunan
.~ @ o \ o) Jembatan Kebar IX
s o R [C) )
e © 25z e N =N o Tahap Akhir
a.Pembangunan Jalan ~ =i i ). \t\-‘.k 4
Lingkar Sorong- i
Pelabuhan Arar = | N
b‘f:rr:k?aatgiul?lzzam y " Pembangunan Jalan
d gl e | Manokwari- Mameh-
e Teqpapun, . Mos Waren = & 1 vene ™ I i i-
@, ;W' .M:w: 3 B W|n|de5| Yaur
Pembangunan o S
Infrastruktur Pembangunan Jalan
R i Manokwari-Sorong
Permuklmf’m 3 i N . |
tersebar di beberapa it 1
lokasi uota Kec/Kab —
= PosLintas Batas Negara Sungai a. Pembangunan Jembatan
I == Bendungan Daerah Ingasi| N
& Pelabuhan KPP migas Warmasi
A i/Bander Uders :’" » b.Pembangunan Jembatan
+ Pembangkit Listrik akupan Adm| . A
a.Pembangunan Talud * kex Kali Ayai
Pengenda“ Banjir S. i 5 Kaw. Industri (RIPIN)
N o ©/® KSPN/Prioritas (RIPARNAE) H
Klagison Kota Sorong ‘ s Kb GBaED
(0,4 km) — — w—Jalan Arteri Primer (JAP) a) Pembangunan Bendung
b.Pembangunan Tanggul ..~ o i) i Wariori di Kab Manokwari
Pengendali Banjir S. i e i == P-1 saan Stategis Nafonalsn) === b) Pengendalian Banjir
Klamalu (0,6 km) Sungai Aimasi Kab.
. . Manokwarii
c. Pembangu.nan 'I.'.anggul M = Simpul Migas O = Kotamadya warii )
Pengendali Banjir c) Pengendalian Banjir
Sungai Remu (0,6 km) ) Sungai Wariori Kab.
d.Pembangunan == = Jalan Nasional O = Ibukota Kabupaten Manokwari
Breakwater Tj Kasuari d) Pengamanan Pasir Putih di
(0,4 km) B -waduk Kab. Manokwari
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Biak — Manokwari — Bintuni

Pengendalian Banjir Sungai
Aimasi Kab. Manokwari

Pembangunan Jalan
Manokwari - Sorong

Pengamanan Pantai
Pasir Putih

Pembangunan
Pengaman Pantai
Warbefondi

Pembangunan
Pengaman Pantai
Biak

TA 2015-2019

Pengendalian Banjir Sungai
Wariori Kab. Manokwari

FEF
P

Pengamanan Pantai Biriosi Wirsi

Kab. Manokwari

Pembangunan
Jalan Lingkar

Kota

Biak

|

Pembangunan
Pengaman Pantai

Animi

.(.-(}.\"
. Aimall
Pengamanan Pantai ¢
Maruni Ma.rlpl Kab. A
Manokwari fas ~
; et
. wﬂ‘;i Berma o
Pengamanan Pantai %, 2 .
Oransbari 1
1
i‘ AFE‘\GQI
Y Ve
\‘M\‘"’\/
Peningkatan Jaringan
Irigasi D.l. Oransbari
e,
BDFJ‘\ rai
Pembangunan Infrastruktur ("~

Permukiman tersebar di
beberapa lokasi

Pembangunan Embung
(tersebar)

Sumberbaba.
Randowgiassons o
Y .

Pembangunan
Pengaman
Pantai

Anggopi

Legenda:

Ibukota Kec./Kab.

=  Pos Lintas Batas Negara Sunpai

—+== Jaluf Kereta Ap|(rencana)

Pembangunan
Bendung dan
Jaringan Air Baku

Pengamanan Pantai (tersebar)

Pengamanan Pantai
Wosi dan Rendani

Lanjutan Pembangunan
Bendung Wariori

—  Bendungan Daefah Irigasi
I Pelabuhan KPH migas
<+ Bandar Udara KPH minerba
Pembangkit Listrik :: : 3 KSN Teluk Bintyni Pem ba ngu nan
H KEK Cakpan Adminfstrasi WPS Ja |a n Ya ur —
Kaw. Industri (RIPIN) . .
£/ KSPN/Frioritas (RIPARNAS) H Windesi —
KPI (MP3EI) Mameh —_
—Jalan Arteri Primer (JAP) .
Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1) u Manokwari
= === JKP-1 (Belum Terhubung}
=== JKP-1 (Jalan Strategis Nasional/ JSN) e — .
Pembangunan
Pembangunan Perumahan
Pengamanan Pantai Ransiki | | J2lan Manokwari tersebar di
- Bintuni beberapa lokasi
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Nabire — Enarotali — Wamena TA 2015-2019

Legenda mm—Jalan Arteri Primer (JAP) Batimetri

@ Ibukota Kabupaten - 0-500m

% Pembangkit Listrik ] SP::nbia:iur;?aJralan 50074000/ Pembangunan Pengendali Banjir Pengendali Banjir

4 Bandar Ud **1 Barapasi . [ 1000 - 3000 m Embung Tolikara Sungai Uwe Sungai Elokorak

\andar iara - n ..
= sumi Kimib usn) [ 3000 - 5000 m Jayawijaya Jayawijaya

- Bendungan umiangga-kimibay -~ p— :>

@ Pelabuhan — ii

* KEK 17 <‘ Daerah_lrigasi
Pembangunan = Kaw. Industri (RIPIN) KPP Minerba
Bendung Wanggar 5 R X X Adm. Kab/Kota PLTA Memberamo
Nabire

Pengaman Pantai
Maff Nabire

Pembangunan
Infrastruktur Permukiman
tersebar di beberapa
lokasi

Pembangunan
Perumahan
tersebar di
beberapa lokasi

Pembangunan Jalan
Enarotali-Tiom

Pembangunan Jalan
Timika-
Potowaibaru-
Wagete-Nabire

. = Simpul Batubara O = Kotamadya === = Jalan Nasional Pembangunan Pembangunan Pembangunan
Embung Timika Embung Lanny Jalan Wabena-
i L Java Habema-Kenyam
= Simpul Besi Baja O = lbukota Kabupaten 4
Pembangunan
= Simpul Sawit dan Karet m = Waduk Embung Kab.

Mimika




34. Sebaran Program Utama di WPS Perbatasan Negara
Jayapura — Merauke

TA 2015-2019

a. Pembangunan Jalan Jayapura — Wamena — Mulia

PP =g i Legenda N .
i'mpm Pertanian g b. Pembangunan Jalan Ring Road Kota Jayapura
angan @® Ibukota Kabupaten y
c. Pembangunan Jembatan Holtekam
O = Kotamadya %#  Pembangkit Listrik X
< Bandar Udara a. Pembangunan Pengaman Pantai Skouw Sae Kota
0 = Ibukota Kabupaten ~ Bendungan Jayapura
@  Pelabuhan b. Pembangunan Pengaman Pantai Skow
== =Jalan Nasional *  KEK Pembangunan Pengaman Pantai Holtekamp
2 Kaw. Industri (RIPIN) oM ; Pembangunan jaringan dan intake Danau Sentani
KSPN (RIPARNAS) PaL 12 S untuk kota Jayapura dan Kota Sentani tahap Il
Jalan Arteri Primer (JAP) V4 | (lanjutan) Kota Jayapura
= = == JAP (Belum Tersambung) l 4 1 R I
Pembangunan Jalan Kolektor Primer (JKP) -@K:NYEM y
Perumahan JKP - 1 (Belum Tersambung) —R - ! a. Pembangunan Jalan Depapre — Bongkrang
tersebar di ——— JUKP - 1 (Jalan Strategis Nasional/JSN) - ©® . b. Pembangunan Jalan Warumbaim — Taja — Lereh -
beberapa lokasi F— Adm. Kab/Kota WPS IS ] i <ONN AN Tengon
- x
e i erainl ey a. Pengendalian Banijir Sungai Yahim Kabupaten
Pembangunan Sungai SHIAT
) ATS & A Jayapura
Infrastruktur Permukiman Daerah_lrigasi . . .
: . - b. Pengendalian Banjir Sungai Dobokurung
tersebar di beberapa KPP Minerba ey =
lokasi ] Adm. Kab/Kota WPS * h Kabupaten Jayapura
- ) - c. Pengendalian Banjir Distrik Lereh Kabupaten
Batimetri
= Jayapura Jayapura
0-500m { . T
7 d. Pengendalian Banjir Distrik Nimbokrang
a. Pembangunan L ke G s Kabupaten Jayapura
Jalan Okaba — B 1000 - 3000 m - AL
sanomere — Bade 3000~ 8000m I Il Pengendalian Banjir Kabupaten Keerom
[< =2
b. Pembangunan I > s000m A ** L
Jalan Merauke - 030203040 y . . "
o Kilometers S i i Pembangunan Jalan Sumohai - Dekai — Oksibil — lwur -
Okaba - Buraka - L
. Waropko
Wanam - Bian — s S
. = £
Wogikel ) T . n L
/ 7 ¥ a. Pengendalian Banjir Sungai Digoel Kabupaten
c. Pembangunan i (4 i .
Jalan Merauke £ 2 +\ Boven Digoel
(f,..r %(/ T b. Pembangunan Embung di Kabupaten Boven Digul
Okaba - Buraka - R ) (@ = e ¥
. ‘P’LIUUIKL"’IK |
Wanam - Bian - / d : A 4 a. Pembangunan Pengaman Pantai Lampu Satu Kabupaten
Wogikel —— . Merauke (Lanjutan)
b. Pembangunan KTA/PAH/Bendali di Kabupaten Merauke
c. Pembangunan Embung di Kabupaten Merauke
— d. Pembangunan Long Storage di Kabupaten Merauke
e. Pembangunan sarana tampungan air baku rawa Biru distrik
Sota Merauke
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Pulau-Pulau Kecil Terluar

Peningkatan jalan Pusat
Kota Sabang-COT Damar-
Km 0 P.weh (27,32 KM)

TA 2015-2019

* Pembangunan Infrastruktur Kws
Permukiman Perkotaan Kota Sabang
* Pembangunan TPST/3R

Pulau S

Peningkatan Struktur Jalan Lingkar
ebatik

Pembangunan Bangunan Pengaman
Pantai Miangas (Lanjutan)

Pembangunan waduk

Rayaseunara

Peningkatan kualitas kawasan
permukiman kumuh di Ranai

Pembangunan
infrastruktur permukiman
di Kawasan Pelabuhan
bebas Sabang

Kota, Bunguran Timur

Pembangunan Pengaman
Pantai & SID pembangunan
Infrastruktur Pantai

Pelebaran Jalan &
rehabilitasi minor di
P.Sangihe

PBL di Kawasan
Pelabuhan bebas Sabang

Sanimas & Spam
Kawasan  Rawan  Air
Kec.Pagai Selatan

Pembangunan
perumahan di Kawasan
Pelabuhan bebas Sabang

Rote Barat Laut

Pembangunan SPAM IKK Baa dan IKK

Pembangunan SPAM Di Kws Khusus Kep.
Mentawai

Pelebaran jalan Dobo-Dermaga

* Pelebaran jalan di

Peningkatan Struktur Jalan Di
Pulau Rote

P.Yamdena
* Peningkatan Jembatan
Wear Aruibab Besar
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MATRIKS RENCANA
STRATEGIS BPIW



TUJUAN 1:

TABEL L-2 MATRIKS PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN TUJUAN BPIW
Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan
antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan

SASARAN/ SATUAN LOKASI TARGET ANGGARAN (JUTA)
INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019 | TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SASARAN STRATEGIS
1 |Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur
PUPR antardaerah, antar sektor dan antar tingkat
pemerintahan
(1) [Indeks rasio dukungan infrastruktur PUPR % 35 WPS 80 85 90 95 100 100
terhadap keterpaduan pengembangan kawasan
2 |Meningkatnya keterpaduan perencanaan,
pemrograman dan penganggaran.
(1) [Tingkat keterpaduan kebijakan, % 7 Pulau 80 85 90 95 100 100
perencanaan,pemrograman terhadap
penganggaran pembangunan bidang PUPR
3 |Meningkatnya kapasitas dan kualitas konstruksi
nasional
(1) [Tingkat pengendalian pelaksanaan konstruksi
nasional % 75 78 82 86 90 90
PROGRAM 1 : PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
SASARAN PROGRAM 525.500 | 948.840 | 1.187.616 | 1.302.616 | 1.420.616 | 5.385.189
1 |Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR dengan
pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan,
kluster industri maupun perdesaan
1 |Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR dalam o 35 WPS 78 84 89 95 100 100
kawasan 0
2 . .
Tingkat ket.erpaduan infrastruktur PUPR antar % 35 WPS 78 83 89 04 100 100
kawasan di dalam WPS
3 X .
Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR antar % 35 WPS 76 82 88 04 100 100
WPS
2 [Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan
pemrograman infrastruktur PUPR dengan
pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan,
kluster industri maupun perdesaan
1 |Tingkat keterpaduan perencanaan dengan
pelaksanaan (deviasi) dalam kawasan, antar % 35 WPS 80 85 90 95 100 100
kawasan dan antar WPS
2 |Tingkat sinkronisasi program (waktu, fungsi,
lokasi, besaran) disparitas kebutuhan dengan % 35 WPS 79 84 90 95 100 100
pemrograman
KEGIATAN 1.1: DUKUNGAN MANAJEMEN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT BADAN
SASARAN KEGIATAN 140.342 165.000| 180.000| 190.000| 200.000| 875.342
1 |Layanan Administrasi Kepegawaian Laporan Jakarta 7 7 11 12 45 11.475 14.000 16.100 18.515 21.292 81.382
1 |Jumlah layanan administrasi kepegawaian Laporan Jakarta 7 11 12 45
2 |Layanan Perencanaan Program Anggaran dan Evaluasi 10.730 13.000 14.950 17.193 19.771 75.644
Kinerja serta Pengelolaan Data Informasi Laporan Jakarta 7 9 10 11 12 49
1 |Jumlah kegiatan perencanaan program dan
anggaran serta evaluasi kinerja Laporan Jakarta 4 4 6 6 7 27
2 |Jumlah layanan data informasi Laporan Jakarta 3 5 a4 5 5 22




SASARAN/ SATUAN LOKASI TARGET ANGGARAN (JUTA)
INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019 | TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 [Layanan Hukum,Kerjasama, dan Informasi Laporan Jakarta 9 9 12 13 14 57 21.533 25.000 28.750 29.601 30.041( 134.925
1 [Jumlah layanan produk dan bantuan hukum Laporan Jakarta 3 3 4 4 4 18
2 Jumlah fasilitasi kerjasama Laporan Jakarta 3 3 4 5 5 20
3 Jumlah layanan informasi Laporan Jakarta 3 3 4 4 5 19
4 [Layanan Administrasi Keuangan, Umum dan BMN Laporan Jakarta 8 9 10 11 12 50 9.660 11.109 12.775 14.692 16.895 65.131
1 [Jumah layanan administrasi keuangan, umum dan
BMN Laporan Jakarta 8 9 10 11 12 50
5 |Layanan Perkantoran Laporan Jakarta 4 4 4 20 86.944| 101.891 107.425 110.000| 112.000| 518.260
1 Jumlah layanan perkantoran Laporan Jakarta 4 4 4 20
KEGIATAN 1.2: PERENCANAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
UNIT ORGANISASI: PUSAT PERENCANAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SASARAN KEGIATAN 72.380 100.000 137.154 147.154 157.154 | 613.842
1 Kebijakan dan strategi keterpaduan pembangunan gokumen 4 3 4 4 4 19 10.500 13.500 18.000 19.576 18.000 79576
infrastruktur wilayah bidang PUPR antar sektor/ umusan Jakarta
wilayah
y pedoman 1 4 3 3 3 14
1 |Jumlah dokumen rumusan kebijakan dan strategi
keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah
bidang PUPR antar sektor/ wilayah yang disusun Dokumen Jakarta 4 8 4 4 4 19
dan difasilitasi
2 [Jumlah pedoman perencanaan dan
pengembanggn |nfrastruktgr tgrpadu bidang Pedoman Jakarta 1 4 3 3 3 14
PUPR yang disusun dan difasilitasi penerapannya
2 |Rencana jangka panjang dan rencana strategis 3.400 14.000 19.623 20.160 24.192 81.375
pembangunan infrastruktur terpadu bidang PUPR Dokumen Jakarta 4 9 1 12 12 48
1 |Jumlah dokumen rencana strategis serta rumusan
rencana jangka panjang dan menengah 4
pembangunan infrastruktur bidang PUPR yang Dokumen Jakara o 1n 12 12 48
disusun dan difasilitasi
3 [Rencanainduk dan rencana pengembangan 30.600 29.000 30.450 31.973 32.515 154.537
infrastruktur bidang PUPR terpadu antarsektor, antar
wilayah pengembangan strategis, antartingkat Dokumen | Jakarta 13 12 12 13 14 64
pemerintahan, dan antarpulau
1 |Jumlah dokumen rencana induk dan rencana
pengembangan infrastruktur bidang PUPR
terpadL_J antarse_ktor, antar Wl!ayah pengembangan Dokumen Jakarta 13 12 12 13 14 64
strategis, antartingkat pemerintahan, dan
antarpulau yang disusun dan difasilitasi
4 |Layanan data dan informasi pengembangan 0 3.000 5.200 5.720 6.292 20.212
infrastruktur terpadu bidang pekerjaan umum dan laporan Jakarta 0 2 4 4 4 14
perumahan rakyat
1 |Jumlah laporan data dan informasi
penge_mbangan infrastruktur terpadu bidang laporan Jakarta 0 2 4 4 4 14
pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang
disebarluaskan
5 [Fasilitasi kerjasama regional dan global yang 7.500 12.000 14.231 15.111 16.079 64.921
dilaksanakan laporan Jakarta 4 4 4 4 4 20
1 |Jumlah fasilitasi kerjasama regional dan global
yang dilaksanakan laporan Jakarta 4 4 4 4 4 20
6 |Rekomendasi hasil analisis dampak dan manfaat 12.000 3.000 15.000 16.500 18.150 64.650
keterpaduan pengembangan infrastruktur PUPR Dokumen Jakarta 4 1 5 5 5 20
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SASARAN/ SATUAN LOKASI TARGET ANGGARAN (JUTA)
INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019 | TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1  |Jumlah dokumen rekomendasi hasil analisis
kesesuaian dengan kebutuhan pengembangan Dokumen Jakarta 4 1 5 5 5 20
infrastruktur PUPR
7 |Program jangka panjang dan jangka menengah 2.000 4.000 4.400 4.840 5.324 20.564
keterpaduan yang telah disinkronisasi Dokumen | Jakarta 1 1 1 1 1 5
1 |Jumlah dokumen program jangka panjang dan
jangka menengah keterpaduan pembangunan
infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan Dokumen Jakarta 1 1 1 1 1 5
rakyat yang sinkron
8 [Skema pembiayaan pengembangan yang disusun dan 2.000 6.000 6.600 7.260 7.986 29.846
difasilitasi Dokumen Jakarta 1 2 2 2 2 9
1  |Jumlah dokumen rumusan skema pembiayaan
pengembangan yang disusun dan difasilitasi Dokumen | Jakarta 1 2 2 2 2 9
9 [Layanan teknis terkait kebijakan teknis perencanaan 0 3.000 3.300 3.630 3.993 13.923
pengembangan kawasan dan infrastruktur bidang
pekerjaan umum dan perumahan rakyat laporan Jakarta 0 1 1 1 1 4
1 |Jumlah layanan teknis yang diaplikasikan oleh laporan Jakarta 0 1 1 1 1 4
stakeholders
10 |Rekomendasi hasil evaluasi keterpaduan perencanaan, 0 2.000 8.800 9.680 10.648 31.128
pemrograman dan pengembangan infrastruktur PUPR
dalam kawasan, antar kawasan, antar WPS Dokumen | Jakarta 0 1 4 4 4 13
1 |Jumlah dokumen rekomendasi hasil evaluasi
keterpaduan pemrograman, penganggaran dan
pengembangan infrastruktur PUPR dalam Dokumen Jakarta 0 1 4 4 4 13
kawasan, antar kawasan, antar WPS yang
dilaksanakan
11 |Layanan perkantoran Laporan Jakarta 3 7 7 7 7 31 4.380 10.500 11.550 12.705 13.976 53.111
1 |Jumlah laporan layanan perkantoran yang
dilaksanakan Laporan Jakarta 3 7 7 7 7 31
KEGIATAN 1.3: PEMROGRAMAN DAN EVALUASI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
UNIT ORGANISASI : PUSAT PEMROGRAMAN DAN EVALUASI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SASARAN KEGIATAN 89.664 120.000 162.154 177.154 192.154 | 741.126
1 - L . 2.750 4.000 8.000 9.000 10.000 33.750
Pedoman teknis sinkronisasi program jangka pendek
dan tahunan keterpaduan pembangunan infrastruktur Pedoman Jakarta 2 3 7 8 9 29
wilayah bidang PUPR
1 |Jumlah pedoman teknis sinkronisasi program
jangka pendek dan tahunan keterpaduan Pedoman Jakarta 2 3 7 8 9 29
pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR
2 |Program tahunan keterpaduan yang telah 57.384 63.750 60.000 62.000 63.000 306.134
disinkronisasi untuk 35 WPS
dokumen | 5oy arta | 51 26 30 31 32 170
rumusan
1 Jumlah rumusan program tahunan untuk 35 WPS | dokumen
yang sinkron rumusan Jakarta 51 26 30 31 32 170
3 [Layanan teknis terkait sinkronisasi program jangka 10.000 18.750 20.000 21.000 25.000 94.750
pendek dan tahunan keterpaduan pembangunan dokumen Jakarta 5 15 19 21 23 83
infrastruktur wilayah bidang PUPR
1 Jumlah layanan teknis yang diaplikasikan oleh
stakeholders dokumen Jakarta 5 15 19 21 23 83
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SASARAN/ SATUAN LOKASI TARGET ANGGARAN (JUTA)
INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 |Rekomendasi hasil evaluasi kinerja pelaksanaan dokumen 4.750 4.000 33.000 41.000 45.000 127.750
kebijakan dan program keterpaQuan pengembangan rekomenda| Jakarta 2 3 27 32 34 98
kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR si
1 |Jumlah Rekomendasi hasil evaluasi kinerja
pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan | dokumen
pengembangan kawasan dengan infrastruktur rekomendas| Jakarta 2 3 27 32 34 98
bidang PUPR yang susun !
5 |[Kinerja pelaksanaan kebijakan dan program 6.900 16.250 20.000 21.000 23.000 87.150
_keterpaduan p_engembangan kawasan dengan dokumen Jakarta 2 9 10 11 12 44
infrastruktur bidang PUPR
1 |Jumlah dokumen kebijakan keterpaduan
pengembangan kawasan dengan infrastruktur dokumen Jakarta 2 9 10 11 12 44
bidang PUPR yang dilaksanakan
6 [Layanan data dan informasi keterpaduan antara 2.100 7.250 7.000 8.000 10.000 34.350
pengembangan kawasan dan infrastruktur bidang dokumen Jakarta 2 6 7 8 9 32
PUPR
1 |Jumlah dokumen data dan informasi keterpaduan
antara pengembangan kawasan dan infrastruktur Kart
bidang PUPR yang disebarluaskan dokumen Jakara 2 6 ’ 8 o 82
7 [Layanan Perkantoran % Jakarta 100 100 100 100 100 100 5.780 6.000 14.154 15.154 16.154 57.242
1 |Tingkat layanan perkantoran % Jakarta 100 100 100 100 100 100
KEGIATAN 1.4: PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS
UNIT ORGANISASI : PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS
SASARAN KEGIATAN 111.210 313.840 408.308 458.308 508.308 | 1.799.974
1 |Kebijakan teknis keterpaduan pengembangan 20.957 9.020 12.420 14.029 16.736 73.162
i ! Pedoman
kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan |  Tegnis 3 3 4 4 4 15
pembangunan infrastruktur bidang PUPR Jakarta
2 2 2 3 3 10
Dokumen
1 |Jumlah pedoman teknis perencanaan dan
pemrograman keterpaduan pengembangan
kawasan strategis dan antar kawasan strategis Pedoman | ;. 12 3 3 4 4 4 18
dengan pembangunan infrastruktur PUPR yang Teknis
disusun dan difasilitasi
2 |Jumlah kebijakan teknis keterpaduan
pengembangan kawasan strategis dan antar
kawasan strategis dengan pembangunan Dokumen Jakarta 2 2 2 3 3 12
infrastruktur bidang PUPR yang disusun dan
2 |Rencana keterpaduan pengembangan kawasan 37.431 48.000 63.641 65.600 67.000 281.672
strategis dan antar kawasan strategis dengan
pembangunan infrastruktur bidang PUPR Rencana | Jakarta 9 9 10 1 1 99
1 |Jumlah rencana keterpaduan pengembangan
kawasan strategis dan antar kawasan strategis K
dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR Rencana Jakarta 21 21 16 20 21 99
yang disusun dan difasilitasi
3 [Layanan data dan informasi keterpaduan 3.500 10.000 14.230 17.000 20.000 64.730
pengembangan kawasan perkotaan dengan
infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan laporan Jakarta 2 2 2 2 2 10
rakyat
1 |Jumlah laporan layanan data informasi laporan Jakarta 2 2 2 2 2 10
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SASARAN/ SATUAN LOKASI TARGET ANGGARAN (JUTA)
INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019 | TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 |Areainkubasi pada kawasan strategis yang dibangun Rencana 25.440 200.000 235.177 266.000 292.519( 1.019.136
Teknis 7 7 7 8 9 31
Jakarta
Area 4 4 7 7 9 27
Inkubasi
1 |Jumlah rencana teknis area inkubasi pada Rencana
kawasan strategis yang ditetapkan Teknis Jakarta 7 7 7 8 9 38
2 |Jumlah area inkubasi pada kawasan strategis A
yang dibangun 198 | Jakarta | 4 4 7 7 9 31
Inkubasi
5 [Fasilitasi pencadangan dan pengadaan tanah yang 14.800 37.738 66.050 73.971 89.350 281.909
dilaksanakan untuk 35 WPS lokasi Jakarta 20 20 29 33 37 139
1 |Jumlah pencadangan tanah yang difasilitasi lokasi Jakarta 2 2 2 2 2 10
2 |Jumlah pengadaan tanah yan difasilitasi Jokasi Jakarta 2 2 2 2 2 10
3 |Jumlah lokasi pengadaan tanah yang )
dilaksanakan untuk area inkubasi di 35 WPS lokasi 18 18 27 31 35 129
6 |Layanan Perkantoran Laporan Jakarta 5 5 5 5 5 25 9.082 9.082 16.790 21.708 22.703 79.365
1 |Jumlah layanan perkantoran yang dilaksanakan Laporan Jakarta 5 5 5 5 5 25
KEGIATAN 1.5: PENGEMBANGAN PERKOTAAN
UNIT ORGANISASI : PUSAT PENGEMBANGAN PERKOTAAN
SASARAN KEGIATAN 111.904| 250.000| 300.000/ 330.000| 363.000| 1.354.904
1 |Kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan 23.074 45.937 54.471 60.756 67.636 251.874
perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan Dokumen Jakarta 10 4 4 4 4 26
umum dan perumahan rakyat
1 |Jumlah kebijakan teknis keterpaduan
pengembangan kawasan perkotaan dengan
infrastruktur bidang pekerjaan umum dan Dokumen Jakarta 10 4 4 4 4 26
perumahan rakyat yang disusun dan difasilitasi
2 |Rencana keterpaduan pengembangan kawasan 42.119 115.000 125.000 135.000 139.515 556.634
perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan dokumen Jakarta 17 22 21 21 21 102
umum dan perumahan rakyat
1  |Jumlah dokumen rencana keterpaduan
pengembangan kawasan perkotaan dengan
infrastruktur bidang pekerjaan umum dan dokumen Jakarta 17 22 21 21 21 102
perumahan rakyat yang disusun dan difasilitsi
3 [Layanan data dan informasi keterpaduan 4.135 4.961 5.953 7.144 8.572 30.765
pengembangan kawasan perkotaan dengan
infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan laporan Jakarta 2 2 2 2 2 10
rakyat
1 |Jumlah layanan data dan informasi laporan Jakarta 2 2 2 2 2 10
4 |Program jangka pendek keterpaduan pengembangan 2.330 4.495 6.849 8.274 10.911 32.859
kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang dokumen
pekerjaan umum dan perumahan rakyat rumusan Jakarta 1 2 2 2 2 9
1 |Jum|ah rumusan progam yang disinkronkan dokumen Jakarta 1 2 2 2 2 9
rumusan
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SASARAN/ SATUAN LOKASI TARGET ANGGARAN (JUTA)
INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Area inkubasi pada kawasan perkotaan yang dibangun Rencana 20.192 55.668 79.000 84.354 95.000 334.214
Teknis 5 5 5 5 5 25
Jakarta
Area 13 12 12 12 11 60
Inkubasi
1 |Jumlah dokumen rencana teknis area inkubasi
pada kawasan perkotaan yang disususn dan Rencal_na Jakarta 5 5 5 5 5 25
ditetapkan Teknis
2 |Jumlah area inkubasi pada kawasan perkotaan Area K
yang dibangun Inkubasi | Jakarta 13 12 12 12 11 60
Pedoman teknis, rencana, dan program keterpaduan 4.955 10.140 12.168 14.602 17.522 59.387
pengembangan kawasan perkotaan dengan Ped Jakart 3 4 6 6 6 o5
infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan edoman akarta
rakyat
1 |Jumlah pedoman teknis, rencana, dan program
keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan
dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan | Pedoman | Jakarta 3 4 6 6 6 25
perumahan rakyat
Layanan Teknis keterpaduan pengembangan kawasan 13.299 11.639 13.967 16.760 20.112 75.777
perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan laporan Jakarta 9 9 9 10 11 48
umum dan perumahan rakyat
1 |Jumlah Layanan Teknis keterpaduan
pengembangan kawasan perkotaan dengan
infrastruktur bidang pekerjaan umum dan laporan Jakarta 9 9 9 10 1 48
perumahan rakyat
Layanan Perkantoran laporan Jakarta 1 1 1 1 1 5 1.800 2.160 2.592 3.110 3.732 13.394
1 |Jumlah layanan perkantoran laporan Jakarta 1 1 1 1 1 5
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